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peraturan masyarakat maupun sarana penghidupan bagi masyarakat. Korupsi bahkan
dianggap sebagai extra ordinary crime (kejahatan yang daya rusaknya luar biasa).>

Adapun undang-undang yang berbicara tentang korupsi adalah Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
dapat diambil pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan
maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*

Akan tetapi seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah melakukan
pelanggaran atau kejahatan, tanpa adanya alat bukti yang sah menurut hukum,
sebagaimana yang dikenal dengan asas praduga tak bersalah. Menurut Pasal 184
ayat (1) KUHAP, jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti
adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.’

* Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia,
Cet I, 2009), 320.

4 Istilah korupsi diatas diambil dari Pasal 1 ayat (1), Bab I, Ketentuan umum, UU No. 31Tahun 1999
tentang “pemberantasan tindak pidana korupsi”, dalam http:/www.bappenas.go.id/node/123/15/uu-
no31-tahun-1999-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/. (25-04-2001).

5Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian, (Yogyakarta: Liberty. Cet. I, 1988), 37.



Secara teoritis, ada yang dikenal empat macam sistem pembuktian dalam

perkara pidana, yaitu sebagai berikut:

a.

Conviction in time, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada keyakinan
hakim an sich dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak terbuktinya
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Conviction in Raisonee, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada
keyakinan hakim dalam memberikan putusan tentang terbukti atau tidak
terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Faktor keyakinan
hakim dalam sistem pembuktian ini harus didasarkan pada alasan-alasan yang
logis (reasonable). Hal ini yang membedakan dengan sistem pembuktian yang
pertama.

. Positief weteljjk stelsel atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian

posiitf, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah
ditentukan oleh undang-undang dalam memberikan putusan tentang terbukti atau
tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Negatief weteljjk stelsel atau yang lebih dikenal dengan sistem pembuktian
negatif, adalah sistem pembuktian yang berpedoman pada alat bukti yang telah
ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim dalam memberikan putusan
tentang terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada
terdakwa.®

Dengan demikian, untuk melacak dan mencari alat-alat bukti bagi tindak

pidana korupsi seringkali merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan

proses yang sangat rumit.

Oleh sebab itulah keberadaan saksi sangat penting guna mengungkap

persekongkolan jahat tersebut, yang sulit ditembus dengan pendekatan formal. Dan

salah satu cara untuk mengungkap terorganisirnya praktik korupsi tersebut

6Setiyonc», “Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana’ ’, dalam
http://mmsconsulting. wordpress.com, (19-April-2011).



diperlukan peran whistle blower’ yang dapat mendorong pengungkapan modus
tindak pidana korupsi menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar.®
Alat bukti dalam bentuk keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling
utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput
dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara
pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Saksi menduduki
peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan.
Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya.
Dinyatakan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yang dimaksud “keterangan
saksi” adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan ia alami sendiri dengan menycbut alasan dari pengetahuannya itu. Dari bunyi
pasal diatas dapat disimpulkan unsur-unsur penting keterangan saksi yakni:
1) Keterangan dari orang (saksi);
2) Mengenai suatu peristiwa pidana;

3) Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.’

" Whistle blower menurut PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, adalah Setisp orang, Organisasi Masyarakal, atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang
memberikan informasi atau melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi atau suatu
tindakan yang dianggap melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak
publik atau kepentingan publik serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan
atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

8Arry Anggadha, Aries Setiawan, “salgas whistle blower masih diperlukan”,
http://nasional.vivanews.com/news/read/211873-, (17-April-2011).



Pengertian saksi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang
perindungan saksi dan korban Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di Pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia
lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.'°

Ada beberapa ragam jenis saksi di dalam proses peradilan pidana di
Indonesia antara lain ialah: Saksi mahkota dikenal dalam praktik pengadilan di
Belanda, yaitu salah secorang terdakwa yang paling ringan peranannya dalam
pelaksanaan kejahatan itu,'’ jadi kesimpulannya ialah saksi yang berstatus sebagai
terdakwa.

Adapun saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang terdakwa, yang
diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu di
dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi a4 de Charge dan saksi yang diajukan oleh
penuntut umum disebut Saksi a Charge yaitu Saksi yang keterangannya
memberatkan terdakwa, dan saksi de Awuditu yaitu saksi yang bukan menyaksikan
dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, Saksi Ahli, adalah

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan

’Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesis, (Jakarta: Sinar Grafika,
1996),11.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,
(Bandung: Fokus Media, 2010), 2.

Y Andi Hamzah, Hukum Acars Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, 2008), 272.



dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia mempunyai keahlian khusus
tentangnya.12

Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum bagi saksi tampaknya belum
memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah. Bahkan, seringkali para saksi
yang seharusnya dilindungi malah memperoleh perlakuan yang tidak semestinya
dari aparat penegak hukum.

Akibat dari lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kejelasan pengaturan
mengenai perlindungan saksi, maka ini bisa membuat para saksi enggan memberikan
kesaksian mengenai segala sesuatu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.
Kekhawatiran tersebut tentu sangat wajar, karena ketika saksi setelah melaksanakan
kewajibannya namun yang ia dapat bukanlah suatu prestasi melainkan sebuah
ancaman, baik ancaman karena sanksi hukum maupun fisik dan mental. Terlebih
lagi apabila kasus yang sedang diproses merupakan kejahatan terorganisir, sudah
tentu ancaman yang mungkin muncul akan semakin besar bukan hanya terhadap
saksi saja tetapi juga bisa melebar terhadap harta dan keluarganya.

Banyak kejadian atau fenomena yang terjadi di Indonesia, khususnya
mengenai saksi dan korban. Beberapa waktu lalu, ada satu kasus pelanggaran yang
berhasil dibongkar berkat adanya whistle blower. Akan tetapi sang whistle blower
yang membantu membongkar sebuah kasus mafia hukum justru menjadi sasaran

tembak.

Yrpid, 273.



Dalam suatu kasus whistle blower sering kali tidak mendapat perlindungan,
masalahnya adalah tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang
whistle blower secara jelas. Di Indonesia whistle blower, menjadi fenomena menarik
perhatian bagi seluruh elemen masyarakat dan masih dianggap sesuatu yang anch.
karena, hanya orang yang bernyali besar yang mau berperan sebagai peniup peluit
(whistle blower) atau pengungkap fakta.

Kasus Susno Duadji contohnya, selama ini menimbulkan persepsi
masyarakat bahwa yang mengungkap kejahatan justru bisa menjadi bomerang bagi
dirinya sendiri, karena akibat dari kesaksiannya. "Susno Duadji sebagai whistle
blower (peniup peluit), karena Susno Duadji termasuk orang yang berani
mengungkap adanya dugaan makelar kasus di tubuh Polri yang melibatkan petinggi
Polri dan juga melibatkan Ditjen Pajak Gayus Tambunan dan sekarnag sering
discbut sebagai Kasus Makelar kasus yang merugikan negara senilai Rp 25 Miliar,
oleh sebab itu seharusnya Susno Duadji dilindungi, tapi malah sebaliknya akibat
dari perbuatannya Susno Duadji mendapatkan sanksi dan dijatuhi hukuman, karena
Polri merespond tuduhan Susno Duadji melalui Konfrensi Pers dan menyatakan
akan mempidanakan tuduhan Susno Duadji atas dasar pencemaran nama baik

institusi Polri.!>

13« Whistle blower dalam organisasi contoh pak susno duadji”,

http://tentaralangit. wordpress.com/2010/05/21/whistle-blower-dalam-organisasi-contoh-pak-susno-
duadji/, (18-04-2011).



Dan dari permasalahan tersebut, persepsi yang berkembang di masyarakat
menjadi negatif.” karena perbuatannya, Susno Duadji yang menjabat sebagai jendral
aktif bintang tiga dianggap musuh oleh sebagian rekan kerjanya dimana ia bekerja
(Institusi Polri).

Sehingga perhatian kita tertuju kepada bagaimana seharusnya memberikan
perlindungan yang maksimal kepada whistle blower, Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK) gagal membawa mantan Kabareskrim Komisaris Jendral Susno
Duadji ke tempat yang aman (safe house). Sebagai "whistle blower” seharusnya
Susno Duadji memang harus dibawah perlindungan LPSK karena lembaga itu netral
dan mandiri, lahirnya pun tidak berada di bawah institusi atau lembaga negara lain.

Jika Susno Duadji di tahan oleh institusi Polri, maka tentu akan menjadi
tidak fair dan terkesan ada unsur balas dendam karena apa yang sudah ditiupkan
Susno Duadji itu adalah praktek mafia hukum menyangkut beberapa nama
koleganya, seperti Brigjen Radja Erizman, Brigjen Edmon Ilyas, Kombes Pambudi,
Kombes Eko Budi, AKBP Mardiani, Kompol Arfat, dan AKP Sri Sumartini dan
jelas sekali Staff Khusus Kapolri menyebut Susno Duadji adalah musuh dalam
selimut, sehingga penahanannya di Mako Brimob menimbulkan kekhawatiran
masyarakat, jangan-jangan Susno Duadji akan "dimunirkan".'*

Dalam hukum Islam, masalah korupsi, memang tidak disebutkan dan diatur

secara khusus dalam syari’at Islam, akan tetapi tidak berarti perbuatan korupsi

1"’Muhammad,"TopikWhistleBlower",
http://www.facebook.com/topic.php?uid=116774325033704&topic=103, (20-April-2011).



diperbolehkan dalam hukum Islam atau tidak diatur dalam syar7’at Islam, mengingat
syari’at Islam adalah syari’at yang sempurna dan dapat memenuhi tututan zaman,
maka hukum Islam memliki suatu dasar hukum yang berkaitan erat dengan tindak

pidana korupsi tersebut. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 188:
o 24 2. § g2 s o~ },}/ 2 2 .. }/’95. 2122 “
el Al ) G 1335 el S5 S0l KT

s 2727 ,:l'",', W7 .4" ‘/’5 > w f 7
“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara
kamu dengan jalan yang bathil dan (janganiah) kamu membawa (urusan) harta itu
kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang
lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”"’

Dan dijelaskan pula dalam firman Allah Swt surat an-Nisa’ ayat 29:

£ -3 ) ! 2o 2 o 22 Z. o o 4 _ .4; /;SE_/

ol ¥ Jadly ae=ily (STl 13lemb ¥ 15l il

T s - z s

- o . /.' 4 - 7 ~ L4 / -

o g2l o 8% JO5S

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu”"°

Berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan diatas, maka sudah sangat jelas

sekali, bahwa sesungguhnya Islam melarang bagi seluruh umatnya untuk berbuat

kezdaliman dan kebathilan dalam mencari harta benda. Dengan alasan apapun

termasuk didalamnya berbuat korupsi, dan dari situ bisa kita tarik kesimpulan

bahwa korupsi adalah suatu perbuatan untuk mendapatkan harta dengan jalan yang

1sDepartemen Agama Rl, A-Qur’an dan Terjemahnys, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 46.

1 1bid,122.
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tidak dibenarkan oleh syari’st dan itu dilarang dalam ajaran Islam, karena akibat

dari perbuatan korupsi tersebut berdampak negatif yang sangat besar dan

mengakibatkan kerusakan yakni merusak hubungan manusia yang sudah lancar, baik
yang berupa peraturan, sarana penghidupan masyarakat, dan merugikan sebagian
besar elemen masyarakat.

Sedangkan dalam kajian hukum Islam yang berkaitan prihal kesaksian
dikenal dengan sebutan a/-syahadah, menurut bahasa antara lain artinya:

1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.

2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian
langsung.

3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan,
saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu
itu maka saya ini sebagai saksi."”

Sedangkan menurut Syara’ kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu
ucapan yang keluar yang diperolch dengan penyaksian langsung atau dari
pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi
lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang
lain dengan lafat kesaksian di depan sidang pengadilan yang diperoleh dari

penyaksian langsug bukan karena dugaan atau perkiraan.

Y Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 73.
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Menerut istilah fugaha’ bayyinah dengan syahadah itu sama artinya yaitu
kesaksian, tetapi Jbnu Qoyyim mengertikan bayyinah dengan segala yang dapat
menjelaskan perkara.'®

Dalam kajian hukum Islam, Islam tidak menyebutkan seccara langsung
mengenai macam-macam saksi seperti yang terdapat dalam hukum positif, suatu
contoh dalam hukum positif ada yang dikenal dengan saksi ahli, saksi mahkota,
saksi a2 de Charge, saksi a Charge, dan saksi de Audjtu, akan tetapi Islam mengatur
macam-macam persaksian, yaitu:

1) Persaksian empat orang saksi laki-laki yang adil dalam hal perzinaan dan
perbuatan sejenisnya.

2) Persaksian tiga orang saksi laki-laki yang adil, dalam hal yang berhubungan
dengan zakat atau pajak, suatu contoh; seorang yang dikenal kaya mengaku kalau
dirinya miskin ketika akan diambil zakatnya.

3) Persaksian dua orang laki-laki adil, dalam hal yang berhubungan dengan qishos
atau had.

4) Persaksian dua orang laki-laki, atau satu laki-laki dengan dua orang wanita
Berhubungan dengan harta, seperti jual-beli, pinjaman, sewa menyewa dan
lainnya, juga yang berhubungan dengan hak dalam nikah, talak, rujuk dan
lainnya, serta apa saja yang selain dari had dan gishos.

5) Persaksian dua orang laki-laki atau satu laki-laki dengan dua wanita atau empat
orang wanita, bahkan diperbolehkan dari secorang wanita yang adil, namun yang
lebih hati-hati adalah dua orang wanita, atau cukup satu orang laki-laki adil, Apa
yang tidak terlihat oleh laki-laki secara umum, seperti menyusui, melahirkan,
haidh dan semisalnya.

6) Persaksian satu orang laki-laki adil, dalam hal melihat hilal awal bulan ramadhan
dan lainnya.

7) Persaksian satu orang Dokter hewan atau dua orang Dokter, yang berhubungan
dengan hewan, Penyakit binatang, luka atau patah tulang dan semisalnya (saksi
ahli).

8) Persaksian satu orang saksi yang dibarengi oleh sumpah orang yang menuduh,
Diperbolehkan bagi secorang Qadhi untuk menghukumi dengan dalam perkara

¥*Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalan: Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), 123.
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yang tidak berhubungan dengan had dan gishos, dengan syarat tampak darinya
kejujuran.19

Dari pemaparan macam-macam persaksian di atas maka dapat kita tarik
kesimpulan bahwa whistle blower dalam tindak pidana korupsi adalah suatu bentuk
persaksian dalam hal yang berhubungan dengan hukuman gishos atau had, karena
jika dianalogikan tindakan korupsi bisa ke arah Ghu/ul atau sarigoh, pengkhianatan
atau pencurian.

Dalam hukum Islam memberikan kesaksian itu, asal hukumnya fard/u
kifayah artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah
gugur kewajibannya dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk
menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk
memelihara hak.?

Hukumnya dapat beralih menjadi fard/u‘ain (wajib), jika tidak ada lagi orang
lain selain mercka berdua yang mengatuhui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti
ini, jika menolak untuk menjadi saksi, maka boleh di panggil secara paksa.
Kewajiban untuk menjadi saksi didasarkan kepada firman Allah SWT Q.S al-

Bagqaroh (2) 282 yang berbunyi:

P
Ll L Y3

3Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, “Ringkasan Figih Islam”, dalam
http://s].islamhouse.com/data/id/ih_books/chain/Summary_of the Islamic_Figh_Tuwajre/id_08_sum
mary_of the_islamic_figh_tuwajre.doc (11-05-2011).

2 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, (Y ogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 74.
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“janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggi 2l

LB S Ay s g IT 1,55 9
“dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa
yang m(’egnjyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adslah orang yang berdosa
hatinya.

Berdasarkan ayat diatas, maka sudah jelas bisa kita tarik kesimpulan, barang
siapa yang enggan menjadi saksi dan dalam kesaksiannya atau menyembunyikan
kebenaran atau hak, maka Allah mengancamnya dengan memberikan dosa
kepadanya, bahkan menurut pendapat Ibnu Abbas tergolong dosa besar.

Sebenarnya kita mempunyai Undang-Undang Perlindungan Saksi dan
Korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
namun sayang ada beberapa Pasal yg masih terkesan saling melumpuhkan satu sama
lain seperti Pasal 10 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban menyebutkan bahwa: saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut
secara hukum, baik perdata maupun pidana, atas laporan, kesaksian yang akan,
sedang, atau diberikannya.

Akan tetapi sebaliknya; Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang

perlindunngan saksi dan korban memperlemah saksi: saksi yang juga tersangka

dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana bila ia terbukti

2Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tefjemahnyas, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 70.

2 1pid., 1.
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secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan
pertimbangan hakim dalam memperingan pidana yang akan dijatuhkan.

Maka definisi itulah yang membuat whistle blower tidak bisa dilindungi
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat (1) tentang
perlindungan terhadap pelapor. Padahal isi Pasal 10 ayat (1) undang-undang tersebut
sebenarnya sudah menyebut diantaranya saksi, korban, dan pelapor tidak dapat
dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang
akan, sedang, atau telah diberikannya.

Sepertinya ketentuan perlindungan dalam kedua undang-undang itu tidak
berlaku bagi whistle blower. Jika whistle blower diatur secara jelas dan diterapkan
secara efektifmaka pengungkapan pelanggaran dan mafia hukum lebih mudah lebih
banyak yang terbongkar.

Merujuk pada pemaparan di atas, hal itulah yang menjadi landasan utama
penelitian untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam. Konsentrasi
penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah mengenai perlindungan saksi
whistle blower oleh LPSK secara prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengetahui masalah-

masalah sebagai berikut:

“Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,
(Bandung: Fokus Media, 2010 ), 2.
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1. Prosedur perlindungan saksi whist/e blower oleh LPSK.

2. Jaminan keamanan saksi whist/e bloweroleh LPSK.

3. Kreteria saksi whistle blower.

4. Hak-hak saksi whistle blower.

5. Kewenangan LPSK dalam melindungi saksi dan korban.

6. Jenis-jenis perlindungan oleh LPSK.

7. Tugas LPSK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

8. Kewenangan LPSK dalam kajian figh siyasah,

9. Kedudukan dan fungsi LPSK dalam pandangan figh siyasah.

Agar penelitian ini tetap mengarah kepada permasalahan dan tidak
menyimpang dari pokok pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan dalam
penelitian ini, yaitu:

1. Prosedur perindungan saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi oleh
LPSK menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
2. Perlindungan saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi- oleh LPSK
menurut Figh Siyasah,
C. Rumusan masalah
Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan dalam latar belakang

masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan adalah.
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1. Bagaimana prosedur perindungan saksi whistle blower dalam tindak pidana
korupsi oleh LPSK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban?

2. Bagaimanakah perlindungan saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi
oleh LPSK menurut figh siyasal?

D. Kajian Pustaka
Sejauh yang penulis ketahui, skripsi di Fakultas Syari’ah belum ada yang
membahas “Perlindungan Saksi Whistle Blower dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh

LPSK dalam kajian figh siyasah”, akan tetapi yang ada ialah “Analisis Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006 dalam bidang Perlindungan Saksi dan Korban Pasca

Perkara Diputuskan”. Skripsi tersebut ditulis oleh Mar’atus Sholicha,?* dengan judul

“Perlindungan Saksi dan Korban Pasca Perkara Diputuskan, Analisis Menurut

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006”. Hasil dari penelitian tersebut ialah: perfama,

lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam melindungi para saksi dan

korban tidak keluar dari yang tertulis dalam UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Kedus, dari penclitian tersebut menyimpulkan

bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam melaksanakan

tugasnya untuk melindungi saksi dan korban tidak menyimpang dari apa yang telah

di jelaskan dalam ajaran Islam dan Sunnah rasul mengenai memiliki hak a/-karamah

**Mar’atus Sholichah, Perlindungan Saksi dan Korban Pasca Perkara diputuskan (Analisis Menurut
UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dan Figh Siyasah), Jurusan
Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
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dan hak al-fadilah dan sesuai dengan magqasid al-Syari’ah, yaitu kemaslahatan

umum/ kesejahteraan rakyat bagi seluruh manusia dan alam semesta.

Dalam penelitian kali ini lebih menekankan pada sebuah bentuk
perlindungan bagi saksi whistle blower oleh LPSK menurut Undang-Undang No. 13
Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta prosedur perlindungan
bagi saksi yang berstatus scbagai wistle blower, dan perlindungan saksi whistle
blower dalam kajian figh siyasah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diselaraskan dengan rumusan masalah yang telah
dikemukakan diatas antara lain:

1. Untuk mengetahahui prosedur perlindungan saksi whistle blower oleh LPSK
dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Untuk mengetahui perlindungan saksi whistle blower dalam tindak pidana
korupsi oleh LPSK menurut figh siyasah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa
manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

a. Sebagai kajian ilmiah yang diharapkan dapat ikut memperkaya khasanah

pengetahuan dan kepustakaan di bidang perlindungan saksi whistle blower.
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b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian dan kajian tentang eksistensi
saksi whistle blower dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Secara Praktis:
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh
masyarakat pada umumnya:

1. Informasi hukum kepada masyarakat mengenai prosedur perlindungan saksi
bagi whistle bloweroleh LPSK.

2. Memberikan informasi bagi saksi khususnya saksi yang berstatus sebagai
whistle blower dalam mencari perlindungan dari lembaga LPSK yang dibentuk
oleh negara.

3. Serta perlindungan saksi yang berstatus sebagai whistle blower oleh LPSK
dalam kajian figh siyasah.

G. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan
pengertian dari judul yang akan dibahas sebagai berikut:
1. Perlindungan Saksi: Suatu bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi
dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK

atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
perlindungan saksi dan korban.”®

2. Whistle Blower: Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga
Swadaya Masyarakat yang memberikan informasi atau
melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana
korupsi atau suatu tindakan yang dianggap melanggar
hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman
pihak publik atau kepentingan publik serta
menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak
hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak
pidana korupsi.?® dan dalam hal ini ialah pelapor yang
bisa memberikan keterangan guna kepentingan
peyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana

“pasal 1 ayat (6), UU Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Bab I, Ketentuan
Umum. yang di maksudkan ialah pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau
aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada saksi dari ancaman,
gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan,
penyidikan, penunututan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan, dalam konteks ini perlindungan
oleh LPSK dengan Kepolisian RI.

%% pasal 2 ayat (1), PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran masyarakat dan
pemberian penghargaandalam pencegahandan pemberantasan tindak pidana korupsi, Bab 11, Hak
dan Tanggung Jawab Masyarakat. Dan dalam definisi lain, KPK whistle blower's system disebutkan
bahwa whistle blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana
korupsi yang terjadi dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang
memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut, dalam KPK whistle blower'’s system,
I:\baru\kpk\KPK Wishtleblowers System.htm, (23-April-2011).
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yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia
alami sendiri.”’

Tindakan melawan hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
yang berakibat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.”®

Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk
memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada
saksi dan/atau korban sebagaimana diatur di Undang-
Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.?

Salah satu aspek hukum Islam yang mengatur tentang
kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri,*® berdasarkan

ajaran dan syari’at Islam, yang bersumber dari Al-

7 Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan Korban, (Bandung: Fokus Media, 2010), 2.

%Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar

Grafika, Cet 1, 2010), 67.

®Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,
(Bandung: Fokus Media, 2010 ), 2-3.

3*Nurcholish Madjid, Figh Sivasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media

Pratama, Cet I1, 2007), 4.
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Qur’an dan As-sunnah, serta pendapat para Mujtahid
atau Fuqaha’,
F. Metode Penelitian
Studi ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yaitu menjadikan
bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-
tahapan yang integral atau lengkap, schingga masalah yang dirumuskan mendapat
proporsi yang tepat dan akurat. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah:
1. Data yang dikumpulkan.
a. Data tentang mekanisme perlindungan saksi dan korban menurut UU. RI. No.
13 Tahun 2006.
b. Data mengenai saksi whistle blower.
c. Data mengenai ukuran/kreteria tindak pidana korupsi.
d. Data mengenai prosedur perlindungan saksi whistle blower.
e. Data mengenai hak-hak saksi dan korban dalam tindak pidana korupsi.
f. Data mengenai kewenangan LPSK.
g. Data tentang konsepsi pemikiran atau ijtihad para ulama’) yang berkaitan
dengan perlindungan saksi dan korban menurut figh siyasah.
2. Sumber Data.
Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan

digali, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber utama yang
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digunakan adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian.
Sumber data tersebut dibagi menjadi dua, yakni:
a. Sumber Data Primer.

Sumber data yang diutamakan dan penting yang memungkinkan untuk
mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.
Sumber data primer yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah buku-
buku yang membahas tentang perlindungan saksi dan korban, antara lain;

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pelindungan saksi dan korban.

2) PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

3) KUHAP.

4) Undang-Undang UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

5) Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Hukum Acara Peradilan Islam.

b. Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau
menunjang dalam melangkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan
mengenai sumber data primer, antara lain;

1) Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia.
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2) Anhoruddin, Hukum Pembuktian.

3) Djoko Prakoso, A/at Bukti dan Kekuatan Pembuktian.

4) Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan.
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik bibliografi yaitu data yang
diperlukan dalam penelitian ini akan digali dari bahan-bahan tertulis, baik dari
buku-buku yang berkaitan langsung dengan skripsi ini, maupun sekarang banyak
dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet. Pada intinya,
data penelitian ini keseluruhan diperoleh dan dihimpun melalui telaah dan kajian
pustaka (Zext reading).

4. Untuk mengelola data-data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode
pengelolaan data sebagai berikut:

a. Editing Yaitu pemeriksaan kembali data-data yang di peroleh
dari scgi kelengkapannya, kejclasannya, kesesuaian
antara data yang satu dengan yang lain guna relevansi
dan keseragaman,

b. Organizing Yaitu menyusun data dan membuat sistematika
pemaparan yang digunakan untuk mengisi kerangka

pemikiran yang sedang di rencanakan.
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c. Analyzing : Yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil
pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah,
teori dan dalil yang sesuai sehingga di peroleh
kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah
yang ada.

5. Teknik Analisis Data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik
deskritif analisis, dalam arti menguraikan masalah perlindungan saksi whistle
blower dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK. Secara keseluruhan, mulai dengan
pengertian saksi whistle blower, pengertian tindak pidana korupsi, sampai prosedur
perlindungan whistle blower dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK, yang disusun
secara obyektif dan sistematis. Sehingga bisa digunakan untuk menarik kesimpulan
dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif yaitu masalah-masalah yang
bersifat umum tentang perlindungan saksi whistle blower menurut Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus berkenaan dengan perlindungan saksi whistle
blower dalam figh siyasah.

I. Sistematika Pembahasan
Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka

diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:



Bab I:

Bab II:

Bab III:
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Merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi
pembahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi
dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Merupakan landasan teori penelitian yang memuat
pembahasan mengenai perlindungan saksi whistle blower
dalam tindak pidana korupsi menurut figh siyasah, yang

meliputi:

. Pengertian saksi, klasifikasi saksi, pengertian saksi whistle

blower, tindak pidana korupsi dalam figh siyasah,
perlindungan saksi whistle blower menurut figh siyasah dalam

tindak pidana korupsi.

. Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam

memberikan perlindungan saksi whistle blower menurut figh
siyasah, meliputi: 1. Pengertian lembaga perlindungan saksi
dan korban dalam Islam, 2. Dasar hukum perlindungan saksi
dan korban dalam Islam, 3. Macam-macam saksi dalam Islam,
4. Klasifikasi persaksian dalam Islam.

Merupakan data penelitian yang menyajikan pembahasan

mengenai prosedur perlindungan saksi whist/e blower oleh



BabIV:
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LPSK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meliputi:

. Perlindungan saksi whistle blower dalam menurut Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban, meliputi: perlindungan saksi whistle blower,
konsep saksi whistle blower di Indonesia, kreteria saksi
whistle blower, hak-hak saksi whistle blower, klasifikasi saksi
whistle blower dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

. Prosedur perlindungan saksi whistle blower menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006, meliputi: Pengertian prosedur
perlindungan Saksi whistle blower oleh LPSK dalam tindak

pidana korupsi.

. Perlindungan saksi whistle blower oleh LPSK menurut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.

Merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan
analisis perlindungan saksi whistle blower menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan figh siyasah, meliputi:

. Analisis terhadap prosedur perlindungan saksi whistle blower

dalam tindak pidana korupsi oleh LPSK menurut Undang-
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Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban,

B. Analisis terhadap perlindungan saksi ‘Wbistle blower dalam
tindak pidana korupsi menurut figh siyasah

BabV: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II
PERLINDUNGAN SAKSI WHISTLE BLOWER DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pengertian Saksi
Dalam hukum Islam saksi disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau
syahidah (saksi perempuan) yang diambil dari kata musyahadah yang artinya
menyaksikan dengan mata kepala sendiri.’’ Adapun saksi menurut hukum Islam

didasarkan pada Al-Qur’an, surat Al-Baqarah, ayat 282, yaitu:

)
I B 74 .’}’,{.f 9} -, > : ’:,‘,/
Pl £ d -
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“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).

Jika tak ada dva oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan

dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika scorang lupa Maka yang seorang

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mercka dipanggil. "

Saksi harus benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami

sendiri terhadap apa yang disaksikannya (ratio sciendi, ‘ain al yaqin), bukan

*'Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali, Cet II, 1992), 157.

**Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 70.
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berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran yang

masih sangat meragukan dan tidak memiliki kejelasan atau kepastian akan

kebenarannya dalam berita atau cerita tersebut, lalu saksi menyusun atau

mengambil kesimpulannya atau memberikan penilaiannya sendiri (ratio

concludend)). *®* Dalam hukum Islam, syarat-syarat saksi yang bisa diterima

persaksiannya, antara lain ialah:

1. Hendaklah saksi adalah seseorang yang sudah baligh, anak kecil yang belum
baligh tidak diterima pcrsaksiannya.“

2. Berakal, karena orang yang tidak berakal sudah tentu tidak dapat dipercayai.’

3. Dengan perkataan atau ucapan, tidak diterima persaksian seseorang yang bisu
kecuali jika dia ungkapkan dengan tulisan tangannya.

4. Beragama Islam: persaksian seorang kafir terhadap seorang muslim tidak bisa

diterima, karena Allah berfirman (QS. Al-Baqarah: 282):

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang Jelaki (di
antaramu). "%

*Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali, Cet II, 1992), 165.

**Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Figih Umar bin Khathab ra, (Jakarat: PT RajaGrafindo
Persada, Cet I, 1999), 565.

*>Sulaiman Rasjid, Figh Islam, (Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. 21, 1988), 451.

36Departemeu Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 70.
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Kecuali dalam permasalahan wasiat dalam suatu perjalanan yang ketika itu tidak
mendapatkan seorang muslim, sedangkan persaksian sebagian orang kafir terhadap
sesama orang kafir lainya diperbolehkan.

5. Kuat hafalan atau memiliki ingatan yang normal, tidak diterima persaksian dari
seorang yang idiot atau seseorang yang pelupa.

6. Adil, maksud adil adalah sifat tertentu yang harus tampak pada orang yang akan
menjadi saksi.®’ Allah swt berfirman dalam al-Qur’an surat ar-Talag ayat 2
sebagai berikut:

A 5., o 2 0 a4 o £
5500 Jae 635 1 4dly

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu”**

Seseorang bisa dianggap orang yang adil berdasarkan dua perkara, yaitu:

a) Berprilaku baik dalam segi agama, yaitu melaksanaan apa yang menjadi
kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan.

b) Berwibawa, maksudnya ia melakukan apa yang menjadikannya baik, seperti
kedermawanan, berakhlak baik dan lainnya, serta menjauhi apa yang bisa
mengotorinya seperti berjudi, berdukun, dan melakukan apa yang dikenal akan
kejelekan dan lainnya.

Umar ra pernah berkata: “dulu orang-orang dideteksi dengan turunnnya

wahyu pada masa Rusulullah masih hidup. Tapi sekarang wahyu itu sudah tidak

*"Muhammad Rawwas Qal’ahji, Ensiklopedi Figih Umar bin Khathab ra, (Jakarat: PT RajaGrafindo
Persada, Cet 1, 1999), 565.

”Depaﬂemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemalhnys, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 945.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



32

hujjah/ alasan), dalam bentuk mufiad dan jama’. Nabi SAW juga pernah bersabda,
al-bayyinah ala al-mudda’i yang artinya bayyinah itu wajib bagi penggugat atau
penuntut. Maksudnya adalah penggugat/ penuntut untuk membuktikan gugatan/
dakwaannya, ia harus membawakan bayyinah dan bayyinah itu sendiri bisa berupa
syahadah (saksi), igrar (pengakuan), gasamah (sumpah) dan apa-apa yang bisa
dijadikan sebagai alat bukti. Adapun pengertian bayyinah menurut Ibnu Qayyim
adalah meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran
sesuatu,*!

Sedangkan pengertian saksi dalam segi hukum positif, dalam KUHAP
menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,
dan/atau ia alami sendiri.*

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan hakim di persidangan tentang
peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi
oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di
persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau

kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh

*'Muhammad Salam Madkuwr, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), 123.

“IM. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acars Pidans Dengan Penjelssan Resmi
dan Komentar, (Bogor: Politeia, Cet ulang, 1997) 6. Serta dalam Pasal 1 ayat (1), UU Nomor 13
Tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Bab 1, Ketentuan Umum, juga menjelaskan
sama persis dengan yang dijelaskan di KUHP.
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secara berfikir atau penilaiannya sendiri tidaklah merupakan suatu bentuk
kesaksian.*’

Adapun yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai peristiwa pidan yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi
nyatakan di muka sidang pengadilan.**

. Klasifikasi Saksi
Sejauh yang penulis ketahui saksi dalam hukum acara peradilan Islam dapat
saksi dapat digolongkan atau diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Saksi Dalam Perkara Perdata
Dalam perkara keperdataan, hukum Islam mengatur tentang saksi yang
dianggap sah persaksiannya yaitu sebagai berikut:
a) Persaksian Satu orang laki-laki dibarengi oleh sumpahnya dia, Umar
mengatakan, beban acara pembuktian tersebut dalam permasalahan atau

perkara-perkara perdata (kebendaan).45

“Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 135.

*“H. M. A. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, Cet VIII,
2005), 15.

“Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I,
2006), 232.
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b) Persaksian dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang
wanita dalam perkara perdata kebendaan dan gugatan wanprestasi yang
berkaitan dengan perkara seperti jual-beli, pinjaman, sewa menyewa dan
lainnya. Juga dalam perkara yang berhubungan dengan hak dalam nikah,
talak, rujuk dan lainnya.*®

¢) Saksi Istifadah (saksi yang mendengar keterangan dari orang lain, yakni
pihak ketiga), saksi tersebut hanya dapat dipergunakan dalam hal yang
berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak,
perwalian, dan tentang hak milik yang dipersengketakan.*’

d) Persaksian dua wanita atau empat orang wanita tanpa sumpah, bahkan
diperbolehkan dari seorang wanita yang adil, dalam suatu perkara yang
pembuktiannya hanya dengan keterangan saksi dari perempuan belaka,
adalah perkara-perkara yang disaksikan dengan mata kepala mereka atau
yang disentu tangan mereka atau yang didengar oleh pendengaran mereka
sendiri, dari perkara-perkara yang tidak memerlukan pertimbangan akal,

seperti menyusui, masalah kelahiran, haid, keprawanan dan semisalnya.48

S Ibid,, 245-246.

"Anshorudclin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004), 81.

**Ibnu Qayyim Al-javziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1,
2006), 263.
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2. Saksi Dalam Perkara Pidana
Dalam hukum Islam pun juga diatur mengengai saksi dalam pidana dan yang
bisa dianggap sah persaksian dalam perkara pidana ialah persaksian saksi sebagai
berikut:
a) Empat orang saksi laki-laki yang adil dalam perkara zina dan perbuatan

kaum Nabi Luth (homo sexsual atau I«‘:sbi.em),"‘9 sebagaimana Firman Allah

Ta'ala (al-Nisa’: 15):

g 4., o 1 2 < 2 - ‘. - ,/ %
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“dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada
empal orang saksi diantara kamu (vang menyaksikannya). kemudian apabila
mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita

itu) dalam rumah sampai mercka menemui ajalnya, atau sampai Allah
memberi jalan lain kepadanya.”®

{)4// “ﬂ/
. ”»

b) Persaksian dua orang laki-laki adil dalam perkara Apa yang mewajibkan
qishos atau fhad, selain dari zina atau fa’zir seperti tindak pidana pencurian,

pembunuhan, penganiayaan dan lainnya.”!

“Ibid., 283.
*Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 118.
5!Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, “Ringkasan Figih Islam”, dalam

http://s1.islamhouse.com/data/id/ih_books/chain/Summary_of_the Islamic_Figh_Tuwajre/id_08_sum
mary_of the islamic_figh_tuwajre.doc (11-05-2011).
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3. Saksi Dalam Perkara Ubudiyah (Perkara Dalam Soal Ibadah Atau Agama)
Dalam hukum Islam diatur mengenai saksi dalam perkara Ubudiyah yang
dapat diterima persaksiannya, yaitu sebagai berikut:

a) Persaksian tiga orang saksi laki-laki dalam perkara permohonan kepailitan,
yang diajukan oleh orang sebelumnya diketahui sebagai orang yang berharta,
hal ini menyangkut kehalalan meinta-minta dan dalam perkara seorang yang
dikenal kaya mengaku kalau dirinya miskin karena kepailitan yang
dialaminya ketika akan diambil zakatnya.*?

b) Persaksian satu orang laki-laki yang adil, dalam melihat hilal awal bulan
Ramazan dan lainnya.

4. Saksi Dalam Perkara Tertentu
a) Satu orang saksi yang ahli maksudnya ialah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia mempunyai keahlian khusus tentangnya.*

b) Pembuktian dengan kesaksian budak menurut mazhab Ahmad, meriwayatkan

bahwa kesaksian budak dapat diterima dalam semua perkara selain pidana Aad

dan gishash.**menerima kesaksian budak adalah sebuah analogi yang jelas dan

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I,
2006), 281.

%3Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, “Ringkasan Figih Islam”, dalam
http://s].islamhouse.com/data/id/ih_books/chain/Summary_of the_Islamic_Figh_Tuwajre/id_08_ sum
mary_of_the_islamic_figh_tuwajre.doc (11-05-2011).

**Ibnu Qayyim Al-jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I,
2006), 286-287.
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merupakan prinsip dasar syar7’at, berdasarkan firman Allah SWT dalam (QS.

al-Baqarah: 143):

2 4 2~ P4
gl 3550 052501 655
‘dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang
adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar
Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. s
C. Pengertian Saksi Whistle Blower
Dalam bahasa Inggris Istilah whistle blower diartikan sebagai “peniup
peluit”, mengapa disebut demikian karena whistle blower melakukan sesuatu
sebagaimana halnya apa yang dilakukan oleh wasit dalam pertandingan sepak bola
atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai tanda pengungkapan fakta
terjadinya pelanggaran. istilah “peniup peluit “ juga dapat diartikan sebagai orang
yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya,
malpraktik atau korupsi.>
Adapun dalam PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dapat kita ambil pengertian whistle blower adalah Setiap

orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang

>*Departemen Agama RI, A/-Qur ‘an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 36.

56 Anwar Usman dan AM. Mujahidin, ”Whistle blower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi”, dalam, http:// Pn-pPurworejo.go.id, (11-05-2011).
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memberikan informasi atau melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana
korupsi atau suatu tindakan yang dianggap melanggar hukum, aturan dan
persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik serta
menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi
mengenai perkara tindak pidana korupsi.57

Begitu juga dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan pengertian tentang pengungkap
fakta/whistle blower, akan tetapi hanya memberikan pengertian tentang saksi.
Padahal seorang whistle blower berperan sangat penting guna terbongkarnya kasus-
kasus pidana berat khususnya kasus tindak pidana korupsi, oleh sebab itulah seorang
whistle blower memerlukan perlindungan khusus dari lembaga LPSK yang
memiliki wewenang dalam melindungi saksi, khususnya saksi yang berstatus
sebagai whistle blower dan korban.

Dan dalam definisi lain, disebutkan bahwa whist/e blower adalah seseorang
yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi
dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang

memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.’®

"pasal 2 ayat (1), PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan
Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Hak
dan Tanggung Jawab Masyarakat.

S8KPK, dalam “KPK whistle blower’s system’, T:barukpkKPK Wishtleblowers System.htm, (23-
April-2011).
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Menurut scjarah perkembangan whistle blower di Amerika Serikat dan
beberapa negara lainya termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa, tidak sedikit
diantara mereka harus rela menanggung resiko kehilangan pekerjaannya, bahkan
beberapa di antara mereka kesulitan mendapat pekerjaan baru karena dipandang
sebagai trouble maker (pembuat kekacauan) yang dikhawatirkan akan melakukan
hal yang sama pada perusahaan atau institusi yang akan ditempatinya, serta resiko
balas dendam dari pihak yang dilaporkan, yang berupa ancaman, baik ancaman
karena sanksi hukum maupun fisik dan mental, serta terhadap harta dan
keluarganya.

Adapun alasan yang paling utama bagi whistle blower memutuskan untuk
berani mengungkap fakta atas tindak kejahatan yakni berdasarkan keyakinan
individual yaitu berkeyakinan bahwa apa yang ia lakukan itu benar. meskipun
banyak orang yang menilai perbuatan itu salah dan beresiko. karena whistle blower
berkeyakinan bahwa suatu sistem yang korup hanya akan terjadi bila para individu
yang menjalankan sistem tersebut itu juga korup.

Maka sang whistle blower Diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu menjadi
bagian dari proses korupsi itu atau menjadi kekuatan yang menentangnya. pada
umumnya keyakinan individual yang dimiliki para whistle blower bersumber pada
tiga hal yakni: nilai-nilai keagamaan (religious value), etika professional
(professional ethics) dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat (socia/

responsibility). Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa whistle blower biasanya
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adalah pribadi yang mencintai kebenaran, memiliki landasan moral, agama dan etika
yang baik dan biasannya whistle blower ini muncul dari pribadi-pribadi yang
berlatarbelakang keluarga yang saleh atau taat pada nilai-nilai keagamaan yang
diyakininya.
D. Tindak Pidana Korupsi Dalam Figh Siyasah

Jika berbicara masalah korupsi berarti menyinggung pula masalah
pelanggaran dan kejahatan jabatan. Adapun arti korupsi itu sendiri secara umumnya
dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri
atau orang lain, atau suatu badan, yang langsung maupun tidak langsung merugikan
keuangan negara. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalagunakan
jabatan/wewenang yang ada padanya. Sedangkan hal-hal yang dikategorikan sebagai
perbuatan korupsi pada umumnya meliputi penggelapan uang, menerima atau
meminta upeti, menerima hadiah dan sebagainya.59

Persoalan korupsi adalah hal mendasar yang dirasakan oleh bangsa Indonesia
dari awal kemerdekaan sampai saat ini, Sangat ironis sekali melihat budaya korupsi
yang semakin berkembang di negara ini. Padahal Indonesia adalah negara dengan

penganut muslim terbesar di dunia, namun sayang mental masyarakat muslimnya

*Victor M. Situmorang, Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet II,
1994), 1.
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justru terjerumus terhadap perilaku yang justru menghancurkan reputasi pribadi dan
negaranya sendiri.’’

Korupsi juga dituding sebagai penyebab utama keterpurukan bangsa ini.
Akibat perbuatan korup yang dilakukan segelintir orang maka kemudian seluruh
bangsa ini harus menanggung akibatnya. Ironisnya kalau dulu korupsi hanya
dilakukan oleh para pejabat dan hanya di tingkat pusat, sekarang hampir semua
orang baik itu pejabat pusat maupun daerah, birokrat, pengusaha, bahkan rakyat
biasa bisa melakukan korupsi.®’ Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi
adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.

2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan
kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di
Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual
yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan

kurang tepat.

% «“Tinjauan Agama Islam Tentang Korupsi”, dalam:
http://dahliaislahulummah.blogspot.com/2011/01/tinjauan-agama-islam-tentang-korupsi.html (25-
April-2011).

8! «“Tindak Pidana Korupsi di Tinjou dari Perspektif Hukum Islam”,
http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=96,(25-
April-2011).
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4, Kemiskinan, pada kasus yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan
didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari
kalangan orang yang tidak mampu melainkan para konglomerat.

5. Tidak adanya sanksi yang keras.

6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.

7. Struktur pemerintahan.

8. Perubahan radikal. Pada saat system nilai mengalami perubahan radikal, korupsi
muncul sebagai penyakit tradisional.

9. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan
masyarakat secara keseluruhan. ®

Akan tetapi faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah
keadaan moral, agama dan intelektual para pemimpin masyarakat. Berbagai sisi
kajian telah banyak dilakukan orang untuk menanggapi persoalan korupsi, hasil
kajian tersebut baik secara langsung atau tidak telah membentuk opini publik
dengan berbagai versinya. Dasar pijakan teoritisnya pun sangat beragam, mulai dari
landasan moral, hukum positif, hukum internasional sampai pada hukum Islam.

Dalam literatur Islam tidak terdapat istilah yang sepadan dengan korupsi,
namun korupsi dapat dikategorikan sebagai tindak kriminal (ma’shiyaf) dalam
konteks risywah (suap), sarigah (pencurian), al-ghasysy (penipuan), dan khiyanah

(pengkhianatan). Dalam analisis tentang korupsi menurut Zainuddin Ali, korupsi,

2Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2007), 11.
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yaitu mengambil hak orang lain, baik perorangan atau masyarakat, dengan
menggunakan kewenangan atas jabatan atu kekuasaannya, sehingga merugikan
orang lain yang terkait.”

Menurut hemat kami korupsi lebih identik terhadap unsur pencurian dan
penipuan serta penghianatan terhadap jabatan yang sudah diamanahkan kepadanya.
Pencurian/ mencuri adalah mengambil benda atau barang milik orang lain secara
diam-diam untuk dimiliki, dasar hukum pencurian ialah:

Allah berfirman di dalam surah al-Maidah (5) ayat 38 sebagai berikut:

4 _.
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“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”®
Disyaratkan dalam hukum potong tangan bagi pencuri sebagai berikut:

1. Pencuri sudah balig, berakal, melakukan pencurian itu dengan kehendaknya.
2. Keadaan barang yang dicuri itu setidaknya mancapai satu nisab (kira-kira emas

scberat 93,6 gram), dan barang itu bukan milik si pencuri, dan tidak ada yang

menyatakan bahwa ia berhak atas barang itu. Maka oleh karenanya, orang yang

837 ainuddin Ali, Pengantar [lmu Hukum Islam di Indopesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2006),
118.

*“Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 165.



mencuri harta bapaknya, tidak dipotong, juga istri mencuri harta suami atau
sebaliknya, orang miskin yang mencuri karena kelaparan.65

Perbuatan mencuri adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan
adakalanya pula dalam bentuk administrasi. Seseorang yang melakukan pelanggaran
bidang administrasi seperti memberikan laporan yang melebihi kenyataan dana yang
dikeluarkan merupakan jenis prilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan
laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau
profesi dalam birokrasi, jelas merugikan departemaen atau instansi terkait inilah
yang disebut pidana korupsi.

Dalam hukum klasik Islam belum dikemukakan tindak pidana korupsi
mengingat situasi dan kondisi pada waktu itu sistem administrasi belum
dikembangkan. Dilihat dari asas hukum pidana bahwa korupsi dan pencurian
mempunyai kesamaan yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan dari
keduanya hanya dari soal teknis bukan soal prinsip. Atas dasar itu korupsi
merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan
pidana pencurian baik baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang
diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.66

Dari pemaparan diatas dapat diambil pengertian bahwa soal teknis daripada

korupsi disamping mengandung unsur pencurian juga mengandung unsur

*Sulaiman Rasjid, Figh /slam, (Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. 21, 1988), 406-407.

% Ibid,, 120-121.
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penghianatan yang dalam bahasa arab lebih dikenal denéan sebutan a/-Ghulul
karena seseorang yang melakukan pelanggaran atas administrasi hanya bisa
dilakukan seseorang yang sudah diberikan amanah atau tangggung jawab atas
administrasi tersebut. Akan tetapi dia berkhianah atas amanah atau tanggung
jawabnya. Berkaitan dengan masalah a/-Ghulul, Allah berfirman dalam Al-Qur’an
surah al-Imran ayat 161sebagai berikut:
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“tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang.
Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari
kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap

diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan)
setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. 67

Tt e

Menurut para mufassirin (ahli tafsir) ayat ini turun pada perang Badar,
disebabkan ada sebagian shahabat yang berkhianat dalam masalah harta perang.
Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang berlaku
zalim (khianat dalam masalah harta) sejengkal tanah maka kelak pada hari kiamat
akan digantungkan tujuh lapis bumi di lehernya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).%
Namun istilah ini dapat juga digunakan untuk penyelewengan dalam bidang

pemerintahan atau penyelewengan yang dilakukan oleh seorang pejabat.

67Depa.ﬂemen Agama R, A/-Qur’an dan Terjemahnys, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 104.

$8«Korupsi Dalam Tinjauan Figih Islam”, dalam http://www.tengkuazhar.com/korupsi-dalam-
tinjauan-figih-islam. html(25-April-2011).
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Setelah mengamati pada unsur-unsur tindak pidana korupsi yang disebutkan
sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa ghu/u/ memenuhi semua unsur
korupsi, karena :

1. Ghulul terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri tanpa
memikirkan nasib orang lain yang dirugikan akibat perbuatannya.

2. Ghulul merugikan banyak orang dan sekaligus merugikan negara karena
ghanimah dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya
mengakibatkan musnahnya hak orang lain dan hak negara.

3. Ghulul terjadi disebabkan karena adanya penyalagunaan wewenang/ jabatan
yang diamanahkan terhadap dirinya.

4. Ghulul merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan
hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral
masyarakat karena hilangnya hak-hak mereka.

Tindak pidana yang berkaitan dengan harta banyak dikemukakan secara
panjang lebar dalam buku-buku figih Islam, yang berkaitan pidana pencurian,
perampokan, sedangkan pidana penipuan, korupsi, dan suap tidak begitu banyak
dikemukakan,”

Selanjutnya korupsi juga bisa dikatagorikan dalam penipuan yang dalam

istilah fiqihnya disebut dengan a/-Ghasysy. Karena dalam tindak pidana korupsi,

%97 ainuddin Ali, Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesis, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2006),
120.
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penipuan merupakan bagian yang tidak terpisah darinya, manipulasi data, buku,
daftar dan sebagainya adalah termasuk tindak pidana penipuan.

Jika ditinjau dari tujuan hukum, seperti yang dikemukakan di atas, akibat
penipuan pihak yang tertipu dirugikan. Perbedaannya dengan tindak pidana
pencurian, yaitu kesalahan bukan hanya pada pihak penipu, melainkan pihak pemilik
harta juga bersalah, yaitu karena kebodohannya, sehinggah ia tertipu.

Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya, penipu lebih memiliki potensi psikis
yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata, maupun administrasi. Ditinjau dari ruh
syari’at menipu adalah membohongi. Berbohong merupakan ciri orang munafik.

Orang munafik lebih membahayakan daripada orang kafir. Jika merampas
atau merampok harta hukumnya seperti hukuman orang kafir, yaitu hukuman mati,
maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang
ditentukan terhadap perampok.”® maka dari itulah tiada lagi hukuman yang pantas
diterima oleh para kotuptor melainkan hukuman mati, karena banyak unsur
kejahatan yang terdapat pada perbuatan korupsi tersebut, juga dampak dari pada
perbuatan itu sangat membahayakan bagi banyak orang.

. Perlindungan Saksi Whistle Blower Menurut Figh Siyassh Dalam Tindak Pidana
Korupsi
Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran

dalam suatu proses persidangan, dari pemaparan sebelumnya sudah dijelaskan

" Ibid.
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bahwa tindak pidana korupsi dianggap sebagai extra ordinary crime (kejahatan yang
daya rusaknya luar biasa).”' Dalam Islam pun juga menyimpulkan demikian, Karena
setelah diselidiki lebih lanjut dengan memakai kajian figh siyasah, korupsi memiliki
kategori sebagai tindak kriminal (ma’sivaf) dalam konteks risywah (suap), sarigah
(pencurian), al-ghasysy (penipuan), dan khiyanah (pengkhianatan).

Korupsi termasuk jenis pencurian yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, maka sangat sulit untuk ditelusuri, oleh karena itu perlu ditetapkan
hukum yang dapat mencegah orang untuk melakukannya. Karena dalam korupsi
terdapat unsur penghianatan terhadap apa yang sudah diamanahkan terhadap dirinya
maka dapat kita pahami bahwa pelaku dari pada korupsi itu sendiri adalah pejabat
yang memiliki wewenang dalam apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, akan
tetapi dia menyalagunakan wewenangnya tersebut guna kepentingan untuk
mendapatkan harta yang bukan menjadi haknya yang bertujuan untuk memperkaya
diri sendiri dengan cara melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Berbeda
dengan copet, rampok dan scbaginya, pelakunya dapat dengan mudah dikenali dan
mudah dicari, di samping itu juga dilakukan secara terang-terangan sehingga
cenderung lebih mudah ditumpas saat mereka melakukan aksinya dan pelakunya pun
biasanya dari golongan orang menengah kebawah.

Dari keterangan di atas maka korupsi dapat dikategorikan kejahatan kaum

elit dan yang berdampak sangat berbahaya bagi perekonomian negara. keberadaan

"'Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia,
Cet I, 2009), 320.



49

whistle blower sangat penting guna mengungkap persekongkolan jahat yang
dilakukan oleh kaum intelektual tersebut, yang pastinya sangat sulit ditembus
dengan pendekatan formal. Dan salah satu cara untuk mengungkap terorganisirnya
praktik korupsi tersebut diperlukan peran seseorang yang berani melaporkan kepada
penegak hukum atau publik tentang terjadinya kejahatan tersebut yang dalam
bahasa hukumnya dikenal dengan sebutan whistle blower. agar pengungkapan
modus tindak pidana korupsi menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar.”
Mengingat kejahatan tersebut dilakukan oleh para pejabat/ petinggi negara
yang notabene para kaum intelektual maka sangat wajar jika sang whistle blower
membutuhkan perlindungan hukum yang lebih ketat dan intensif guna mencegah
sesuatu hal yang tidak diinginkan yang mana berupa ancaman dari para koruptor,
kita bisa menemui berbagai pola umum yang biasanya dilakukan (ancaman)
terhadap para saksi atau pelapor yang mencoba membantu aparat untuk
membongkar sebuah tindak pidana. Pola tersebut ialah : Perrama, para pelaku
melakukan kriminalisasi terhadap para pelapor tindak pidana yang dilakukannya
(bisa juga gugatan balik). Kedua, para pelaku melakukan upaya kekerasan fisik
misalnya, percobaan pembunuhan, memasang bom, penganiayaan sampai kepada
pembunuhan. Ketiga, pelaku melakukan upaya pemberhentian secara sepihak
hubungan kerja yang ada (ancaman pemecatan) jika pelaku dan saksi dalam

hubungan ikatan kerja. Keempat, pelaku melakukan teror dan intimidasi secara

" Arry Anggadha, Aries Setiawan, “Satgas Whistle Blower Masih Diperlukan’,
http://nasional.vivanews.com/news/read/211873-, (17-April-2011).
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psikologis. Dalam kajian hukum Islam setiap orang memiliki hak untuk

mendapatkan jaminan atas kehidupannya yaitu sebagai berikut:

1. Terjaminnya hak dalam memeluk suatu agama.

2. Terjaminnya hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia.

3. Terjaminnya hak atas kebebasan berkreasi, kebebasan berpendapat, dan
kebebasan mengeluarkan opini.

4. Terjaminnya hak atas pemilikan harta benda.

5. Terjaminnya hak atas kehormatannya.

Dari sekian bentuk jaminan yang diatur dalam syari’af Islam di atas, ini
bertujuan untuk melindungi setiap hak manusia sebagai manusia yang dipandang
sama di mata hukum, apalagi sesecorang yang berstatus sebagai saksi pelapor yang
memberikan andil besar dalam terbongkarnya kasus korupsi, saksi tersebut jelaslah
membutuhkan perlindungan yang extra ketat atas hak-hak hidupnya.

F. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Dalam Memberikan Perlindungan
Saksi Whistle Blower Menurut Figh Siyasah, meliputi:
1. Pengertian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Islam

Dalam kajian hukum Islam, lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK)
dapat direlevansikan atau dimasukan ke dalam wilayah al-hisbah. karena dari
beberapa literatur yang ada dapat disimpulkan bahwa wilayah al-hisbah yaitu

memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan amar ma’ruf nahi munkar, yang
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berarti menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan
buruk.”

Sehingga wilayah al-hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang secara
khusus diberikan kewenangan menangani persoalan-persoalan moral dan menerima
pengaduan dalam masalah yang berhubungan dengan hak-hak yang masuk dalam
bidangnya seperti penipuan dalam takaran dan timbangan, penipuan dalam jual beli
dan lain sebagainya.” demi menjaga hak-hak dan mengatur kemaslahatan bagi
kehidupan masyarakat dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah.

Arti hisbah itu sendiri ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti
kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemungkaran jika
terbukti kemungkaran itu telah dikerjakan secara nyata.” Allah Berfirman dalam

surat al-Imran ayat 104 yaitu.
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“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar;
merckalah orang-orang yang beruntung. "

" A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata
Hukum Indonesis, (Bogor: Ghalia Indonesia, Ed. 1, 2006), 61.

" Ibid,, 62.

"Imam al-Mawardi, A/-Ahkam As-Sultoniyyah, hukum-hukum pnyelenggarsan Negara Dalam
Syariat Islam,penerjemah Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, Cet 2, 2006), 398.

*Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 93.
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Setelah mengamati dari definisi di atas, sesungguhnya wilayah al-hisbah
lebih tepat disebut lembaga pengawasan moral dan etika masyarakat. wilayah al-
hisbah juga pernah cksis sebagai bagian dari sejarah peradilan Islam, oleh sebab
itulah beberapa negara yang menggunakan system ketatanegaraan Islam masih
memakai lembaga wilayah al-hisbah tersebut.

Sebagai lembaga peradilan, para petugas a/-hisbah yang disebut a/-mubhtasib
berhak untuk mengenakan hukuman terhadap pelanggar amar ma’ruf nahi munkar
tersebut dengan hukuman yang dicontohkan syara’. Intinya menurut an-Nabhani,
qadhi muhtasib adalah orang yang mengurusi penyelesaian perkara penyimpangan
yang bisa membahayakan hak jamaah.”” Mubtasib menunjuk wakil-wakilnya di
setiap kota dan dapat meminta bantuan kepada badan kopolisian dalam menjalankan
tugasnya.78

Tugas-tugas wilayah al-hisbah dibagi menjadi dua bagian yakni menyuruh
kepada kebaikan yang meliputi menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-
hak bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia. Dan bagian kedua,

melarang dari kemungkaran yang meliputi melarang dari kemungkaran yang terkait

" Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana ,
Cet I, 2008), 168.

"8A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, Ed. I, 2006), 63.
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dengan hak-hak manusia, serta melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak
bersama antara hak-hak Allah SWT dan hak-hak manusia.”
2. Dasar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Islam

Tujuan syari’i dalam pembentukan hukumnya, yaitu merealisasikan
kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (daruriyyah) dan
memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyyah) serta kebutuhan perlengkapan
(tahsiniyyah). ®® Dalam wacana umum, kebutuhan daruriyyah disebut primer,
kebutuhan Aajiyyah disebut sekunder dan kebutuhan fahsiniyyah disebut tersier.®
Jika seluruh kebutuhan yang disebutkan telah terpenuhi berarti telah terealisasikan
kemaslahatan mereka.

Daruriyyah adalah kebutuhan pokok yang harus terjamin dan terlindungi
dalam kehidupan manusia di mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Dalam wacana
syari’at Islam, daruriyyah yang harus dilindungi atau dipelihara kemaslahatannya
meliputi: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. 82 Oleh karena itu, setiap
manusia atau pemerintah dalam mewujudkan suatu hukum positif, pokok utama
yang harus mendapat perlindungan hukum adalah berkaitan dengan kelima hal

tersebut, yaitu:

Imam al-Mawardi, Al-Abkam As-Sultoniyyah, hukum-hukum pnyelenggaraan Negara Dalam
Syariat Islam penerjemah Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, Cet 2, 2006), 412.

8 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 329.

81A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, Ed. 1, 2006), 46.

82 Ibid., 47.
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1) Perlindungan Hukum Terhadap Agama

Agama bagi seseorang merupakan fitrah, disebut dalam hukum positif
dengan hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau
gangguan dari pihak manapun. Pemerintah dalam menerapkan tujuan syari’at yang
bersifat daruriyyah ini harus melindungi agama bagi warga negaranya, baik muslim
maupun non muslim. Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi
kebebasan beragama. Firman Allah dalam surat al-Bagarah ayat 256:

aC;ZTT.’ JEAT S

“tidak ada paksaan untuk (memasula) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan
yang benar daripada jalan yang sesat..

P
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Dalam keberagaman, syari’at Islam selalu mengembangkan sikap fasammuh
(toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama
lain.*

2) Perlindungan Hukum Terhadap Jiwa
Untuk melindungi jiwa, Islam mensyariatkan agar manusia memelihara hak
hidup dan kehidupannya. Manusia wajib mempertahankan jiwanya ketika ada yang

mengancam dan menyerang. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan juga hukuman

qishas, diyat, dan kaffarat bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan untuk

8Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 63.

% A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, Ed. 1, 2006), 47.
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melindungi jiwa dari kesewenang-wenangan orang lain,®’ sebagaimana dinyatakan

Allah berikut ini.

“dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya),
melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. 46 (Q. S. 17 al-Isra: 33)

Memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh
dan berkembang secara layak. Dalam hal ini menuntut adanya keadilan, pemenuhan
kebutuhan dasar (hak atas penghidupan), pekerjaan, hak kemerdekaan dan
keselamatan, bebas dari penganiayaan dan pembunuhan.®’

3) Perlindungan Hukum Terhadap Akal

Untuk melindungi manusia dari kerusakan mental dan keterbelakangan
kepribadian, Islam mengharamkan meminum minuman keras, narkoba, dan bentuk
lainnya. Islam juga akan menghukum orang-orang yang menjual, mengkonsumsi,
dan mengedarkan barang haram tersebut. dalam hal ini Islam melarang adanya
perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan®

lain-lain.

% Ibid., 47-48.
86Departcmeu Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemahnyas, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 429.

8 Abdul Wahid dan M.irfan, perlindungan terhadap Korban kekerasaan seksual, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2001), 104.

%8 A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, Ed. I, 2006), 48.
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4) Perlindungan Hukum Terhadap Kehormatan

Untuk memelihara kehormatan manusia Islam mensyariatkan hukuman dera
100 kali bagi lelaku dan perempuan yang berzina dan hukuman dera 80 kali bagi
penuduh zina yang tidak bisa membuktikan kebenaran dari tuduhannya. Karena
tuduhan palsu dalam perbuatan zina dapat merusak hubungan suami-istri dan
mengakibatkan kehancuran rumah tangga serta kehormatan orang yang dituduh
tersebut (tertuduh).*

5) Perlindungan Hukum Terhadap Harta

Untuk melindungi harta, Islam menjamin atas pemilikan harta benda
property dan lain-lain dengan cara membolehkan manusia melakukan berbagai
transaksi dan perjanjian dalam masalah perdagangan, barter, bagi hasil, dan
sebagainya. Oleh karena itu, Islam melarang adanya tindakan pencurian, korupsi,
memakan harta secara batil, penipuan, dan perampokan dan lain-lain dengan
menghukum secara berat para pelakunya.90 Seperti dinyatakan Allah berikut ini:
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu.’®' (Q.S. 4 al-Nisa: 29).

T’.—

O

8 1bid., 49.
0 1bid.

*1 Departemen Agama Rl, A/-Qur’an dan Terjemabnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 46.
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Hajiyyah adalah kebutuhan sekunderyang diperlukan manusia dalam
hidupnya untuk mengurangi kesulitan-kesulitan, yakni kebutuhan manusia di bidang
hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, yang berupa hak mendapatkan
ketentraman, pekerjaan, pengakuan, penghargaan, mengespresikan diri, dan
aktualisasi diri, semua ini harus mendapat tempat yang layak, sesuai dengan profesi
masing-masing, pemerintahn berkewajiban untuk menyediakan fasilitas, lapangan
pekerjaan, serta melindunginya dari gangguan pihak lain.”?

Tahsiniyyah adalah kebutuhan pelengkap, yaitu sesuatu yang dituntut oleh
norma dan tatanan hidup manusia dalam pergaulannya, baik ditingkat nasional
maupun internasional.”® Untuk memelihara fahsiniyyah Islam membentuk sebuah
aturan guna mewujudkan norma dan tatanan kehidupan yang ideal.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa memelihara agama, jiwa, akal,
kehormatan, dan harta merupakan hal-hal yang diharuskan bagi manusia, karena hal
ini merupakan kebutuhan primer. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing
lima perkara itu hokum yang menjamin realisasinya dan pemeliharaannya.

Maka atas dasar itulah guna mewujudkan agar seluruh jaminan itu terealisasi
dengan baik, maka pemerintah membentuk sebuah lembaga untuk melindungi hak

prioritas setiap orang. Tetapi hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan

2A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, Ed. 1, 2006), 50.

% bid,, 51.
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terhadap saksi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang menyangkut jiwa,
kehormatan serta harta saksi.
3. Macam-macam Saksi Dalam Islam
Dalam kajian hukum Islam juga menyebutkan beberapa jenis saksi yang
berlaku dan tidak berlakunya persaksiannya, dalam hukum acara peradilan Islam
macam-macam saksi tersebut ialah:
a) Saksi yang berlaku Dalam hukum acara peradilan Islam:
1. Saksi laki-laki yang sudah balig, adil, dan berakal.
2. Saksi dari seorang wanita.
3. Saksi dari seorang budak.
4. Saksi dari seorang ahli dalam bidangnya.
b) Saksi yang tidak berlaku dalam hukum acara peradilan Islam:
1. Saksi dari orang kafir untuk seorang muslim.
2. Saksi dari anak-anak yang belum balig.
3. Saksi dari orang yang terkenal memiliki sifat munafik.
4. Saksi dari musuh terdakwa.”*
4. Klasifikasi Persaksian Dalam Islam
Hukum Islam adalah sebuah kajian hukum yang komplit dan bisa mengikuti
perkembangan zaman, semua permasalahan pasti terjawab dalam hukum Islam

asalkan kita mau menggali dan meneliti baik melalui Al-qur’an, hadist, /jma’, giyas

**Sulaiman Rasjid, Figh Is/lam, (Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. 21, 1988), 451.
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dan lain sebagainya yang mana semua itu adalah sebuah bentuk ijtihad untuk bisa
menjawab permasalahan yang sudah ada maupun yang akan datang. Selain mengatur
tentang pengertian saksi dan lain sebagainya dalam kajian hukum Islam juga di atur
mengenai Klasifikasi persaksian sebagai berikut:

1) Persaksian empat orang saksi laki-laki yang adil dalam hal perzinaan dan
perbuatan sejenisnya.

2) Persaksian tiga orang saksi laki-laki yang adil, dalam hal yang berhubungan
dengan zakat atau pajak, suatu contoh: seorang yang dikenal kaya mengaku
kalau dirinya miskin ketika akan diambil zakatnya.

3) Persaksian dua orang laki-laki adil, dalam hal yang berhubungan dengan
qishos atau had.

4) Persaksian dua orang laki-laki, atau satu laki-laki dengan dua orang wanita
Berhubungan dengan harta, seperti jual-beli, pinjaman, sewa menyewa dan
lainnya, juga yang berhubungan dengan hak dalam nikah, talak, rujuk dan
lainnya, serta apa saja yang selain dari had dan gishos.

5) Persaksian dua orang laki-laki atau satu laki-laki dengan dua wanita atau
empat orang wanita, bahkan diperbolehkan dari seorang wanita yang adil,
namun yang lebih hati-hati adalah dua orang wanita, atau cukup satu orang
laki-laki adil, Apa yang tidak terlihat oleh laki-laki secara umum, seperti
menyusui, melahirkan, haidh dan semisalnya

6) Persaksian satu orang laki-laki adil, dalam hal melihat hilal awal bulan
ramadhan dan lainnya.

7) Persaksian satu orang Dokter hewan atau dua orang Dokter, yang
berhubungan dengan hewan, Penyakit binatang, luka atau patah tulang dan
semisalnya (saksi ahli).

8) Persaksian satu orang saksi yang dibarengi oleh sumpah orang yang menuduh,
Diperbolehkan bagi seorang Qadhi untuk menghukumi dengan dalam perkara
yang tidak berhubungan dengan had dan qishos, dengan syarat tampak darinya
kejujuran.95

Dari pemaparan itulah maka kita bisa mengetahui dan membuktikan bahwa
hukum Islam adalah hukum yang secara langkap mengatur segala bidang dari

permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia sehari-hari.

%Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijri, “ Ringkasan Figih Islam’, dalam
http://s].islamhouse.com/data/id/ih_books/chain/Summary of the Islamic_Figh_Tuwajre/id_08_su
mmary of the islamic figh tuwajre.doc (11-05-2011).
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BAB Il
PERLINDUNGAN SAKSI WHISTLE BLOWER OLEH LPSK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. Perlindungan Saksi Whistle Blower

Perlindungan hukum secara khusus terhadap saksi whist/e blower merupakan
tugas dan kewajiban bagi negara dalam upaya menegakan hukum yang seadil-
adilnya. Mengingat whistle blower baik sebagai pelapor atau saksi merupakan
langkah alternatif dalam mengungkap dan menegakkan kebenaran materil atas
suatu peristiwa pidana serta berperan penting dalam membongkar kejahatan
korupsi.

Akan tetapi aspek perlindungan terhadap saksi yang merasa terancam jiwa
dan hartanya akibat memberi keterangan terhadap kejahatan tertentu (korupsi,
money laundering dan lain-lain) tidak mendapat pengaturan dalam KUHAP.*

Padahal setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam proses
penegakan hukum sebagaimana undang-undang juga menjamin partisipasi publik
untuk menegakkan dan mengawal proses peradilan, seperti yang diatur dalam pasal
28D UUD 45, yang berisikan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

%Sidik Sunaryo, Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, Cet II, 2004), 2.
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hukum.®’ Maka atas dasar itulah negara sebenarnya wajib menjamin saksi whistle
blower dalam proses penegakan hukum tersebut yakni dengan cara memberikan
perlindungan hukum secara khusus dari segala bentuk ancaman, intimidasi dan atau
ketakutan.

Keberadaan whistle blower di Indonesia terdapat kelemahan mengenai
fasilitas perlindungan akan status hukum yang diberikan oleh negara hal ini terbukti
dengan perlindungan bagi whistle blower tidak diberikan apabila dari hasil
penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti yang cukup yang dapat memperkuat
keterlibatan sang whistle blower baik sebagai saksi/ pelapor, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban yang menyebutkan bahwa “Secorang saksi yang juga tersangka dalam
kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan
pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatubkan” >®

Seorang yang telah menjadi whistle blower, apabila mengacu Pasal 10 Ayat
(2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, harapan untuk
lepas dari tuntutan hukum sangat sulit, karena pasal ini telah menegaskan bahwa
seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan

dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

9"Tim Redaksi Nuansa Aulia, UUD’ 45 Sebelum dan Setelah Amandemen, (Bandung: Nuansa Aulia,
Cet V, 2009), 26.

*®Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,
(Bandung: Fokus Media, 2010 ), 6.
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Dan pasal tersebut bertentangan dengan peraturan mengenai perlindungan
whistle blower (pengungkap fakta/pelapor) yang secara jelas diatur dalam UU No.
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 10 Ayat (1) yang
menyebutkan bahwa “Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara
hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau
telah diberikan >

Adapun KPK sendiri berdasar Pasal 15 butir (a) UU No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berkewajiban untuk memberikan
perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun
memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Hal yang
dimaksud dengan memberikan perlindungan, dalam ketentuan ini melingkupi juga
pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian
identitas pelapor atau melakukan evakuasi termasuk perlindungan hukum.!®

Serta dalam Pasal 41 ayat (2) huruf (¢) UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlindungan hukum terhadap saksi dalam
proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai, saksi atau

pelapor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.'”!

% Ibid.
190E rmansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2008), 195.

101pedaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar
Grafika, Cet I, 2010), 83.
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Berdasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 15 butir (a) UU No. 30 Tahun 2002 dan
pasal 41 ayat (2) huruf (¢) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi maka selayaknya seorang whist/e blower sangat patut mendapatkan
perlindungan khusus mengingat kasus-kasus besar seperti korupsi, pencucian uang,
mafia perpajakan, dan sebagainya yang tergolong kasus extra ordinary crime
(kejahatan yang daya rusaknya luar biasa).'”2

Jenis-jenis kasus tersebut biasanya relatif lebih mudah dibongkar oleh orang
dalam sendiri yaitu dengan peran whistle blower, oleh karena itu perlu ada
pengaturan secara jelas dan tegas mengenai perlindungan hukum dan keamanan
kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat
membantu mengungkap tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan melaporkan hal
tersebut kepada penegak hukum, dan pelapor yang demikian itu harus diberi
perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak
merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.l03
. Konsep Saksi Whistle Blower di Indonesia

Kasus-kasus korupsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat dan

modusnya pun semakin beragam. Hal ini yang membuat upaya pengungkapan kasus-

'92Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia,
Cet 1, 2009), 320.

1%Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar
Grafika, Cet I, 2010), 101.



kasus korupsi harus lebih jeli dan teliti. Adapun, salah satu cara untuk mengungkap
kejahatan yang terorganisir tersebut diperlukan peran seseorang whistle blower .

Peran whistle blower sangat penting dalam proses pemberantasan tindak
pidana korupsi, karena whistle blower itu sendiri tidak lain adalah orang yang ada
di dalam institusi yang ditengarai telah terjadi praktik korupsi. Sebagai orang
dalam, seorang whistle blower merupakan orang yang memberikan informasi telah
terjadi pidana korupsi di tempat ia bekerja. Dan biasanya seorang whistle blower itu
merupakan orang yang terlibat dalam perbuatan korupsi tersebut.

Dalam konsep hukum positif di Indonesia, whistle blower menurut Bab II,
Pasal 2 ayat (1), PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, adalah Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga
Swadaya Masyarakat yang memberikan informasi atau melaporkan adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana korupsi atau suatu tindakan yang dianggap melanggar
hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau
kepentingan publik serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum
dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.'®
Dalam definisi lain, KPK whistle blower’s system disebutkan bahwa whistle

blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana

'“Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2008), 480.
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korupsi yang terjadi dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses
informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.'®®

Akan tetapi dalam konteks hukum positif di Indonesia, whistle blower
kurang mendapat jaminan atas perlindungan dan keamanannya karena tidak pernah
diakui eksistensinya di Indonesia serta ketidakjelasan Pasal 10 UU No. 13 Tahun
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam ayat 1 dan 2 sangat
ambigu dan bersifat kontradiktif.'%

Whistle blower dalam kasus-kasus khusus, salah satunya tindak pidana
korupsi seringkali mendapat serangan balik dari pihak yang dilaporkan dan
dikriminalisasi dengan dalih sebagai pelaku pencemaran nama baik dan perbuatan
tidak menyenangkan, yang pada akhirnya whistle blower menerima tuntutan balik
dan dihukum, padahal sebenarnya peran whistle blower inilah yang menjadi ujung
tombak pemberantasan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

. Kreteria Saksi Whistle Blower

Setelah memahami dari beberapa uraian diatas maka yang termasuk kriteria

saksi whistle blower yaitu siapa saja yang benar-benar mengetahui adanya suatu

permufakatan atau persekongkolan jahat yakni tindak pidana korupsi, kemudian dia

melaporkan perbuatan tersebut kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai

195K PK, dalam KPK whistle blower’s system, I:barukpkKPK Wishtleblowers System.htm, (23-April-
2011).

106 Anwar Usman, AM. Mujahidin, “Whistle Blower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi”, dalam http:// Pn-pPurworejo.go.id,( 23-April-2011).
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perkara tindak pidana korupsi, maka orang itu wajib hukumnya untuk dilindungi
dan masuk dalam kreteria whistle blower .

Adapun pengertian whistle blower secara umum adalah orang-orang yang
mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik,
maladministrasi maupun korupsi.

Dalam berbagai negara kasus yang menjadi perhatian dalam konteks whistle
blower terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak
pantas, dan kelalaian yang mempengaruhi kepentingan umum, bahaya terhadap
kesehatan dan keselamatan umum, dan bahaya terhadap lingkungan. Oleh karena itu
maka konteks whistle blower ini t.idak hanya mencakup masalah kriminal (pidana)
tetapi mencakup bidang yang lebih luas.!”?

Namun, dalam prakteknya di Indonesia whistle blower dibedakan dengan
para pelapor dan informan. Adapun perbedaan utamanya adalah para whistle blower
tidak akan memberikan kesaksiannya langsung di muka persidangan (peradilan),
jika ia memberikan kesaksiannya ke muka persidangan, maka statusnya kemudian
berubah menjadi saksi. Para whistle blower ini sangat rentan akan intimidasi dan
ancaman karena ketidakjelasan status hukumnya di Indonesia. Dalam kasus tindak
pidana korupsi, mereka biasanya disebut sebagai saksi pelapor.

Adapun yang dimaksud dengan pelapor dalam ketentuan diatas adalah orang

yang memberi suatu informasi kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan

197 Anwar Usman, AM. Mujahidin, “Whistle Blower Dalam Perdebatan Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi”, dalam http:// Pn-pPurworejo.go.id,( 23-April-2011).
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Korupsi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi, 1% dan bukan pelapor
yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana,'®

D. Hak-Hak Saksi Whistle Blower

Sebagai saksi pelapor yang berperan penting dan bisa dikatakan ujung
tombak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi maka selayaknya whist/e
blower diberikan hak atas keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan sebagainya,
yang mana hak-hak tersebut bisa diperoleh dari sebuah lembaga negara yang diberi
tugas khusus menaungi saksi dan korban yang disebut LPSK.

Mengingat LPSK bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau
Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.''® Maka
LPSK dengan berasaskan pada, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa
aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum. Maka sebagai saksi
berhak memperoleh perlindungan yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

108Ermansj ah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2008), 165.

% Dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP menyebutkan bahwa “Laporan adalah
pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-
undang kepada pcjabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya
peristiwa pidana”, M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan
Penjelasan Resmi dan Komentar, (Bogor: Politeia, Cet ulang, 1997), 6.

10Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,
(Bandung: Fokus Media, 2010), 4.
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a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluargs, dan harta bendanya,
serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,
atau telah diberikannya;

b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan;

¢) memberikan keterangan tanpa tekanan;

d) mendapat penerjemah;

¢e) bebas dari pertanyaan yang menjeral,

f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

[) mendapat identitas baru;

J) mendapatkan tempat kediaman baru;

k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan,

1) mendapat nasihat hukum,; dan/atau

m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan
berakhir.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau
Korbazlrl ltinda)'( pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan
LPSK.

Akan tetapi, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Paksi dan
Korban, masih mengandung kekurangan yang substansial, yaitu tidak memberikan
perlindungan yang cukup bagi pelapor. Perlindungan hanya diberikan kepada saksi
dan korban saja scbagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2006,
yang berbunyi “Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan
korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan’.' 12
Ini berbeda dengan pengaturan dalam Pasal 15 Huruf (a) UU No. 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa saksi

dan pelapor memperoleh hak yang sama.

llllbl-d

M2Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,

(Bandung: Fokus Media, 2010), 3.
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Dijelaskan pula mengenai hak-hak whistle blower dalam Pasal 41 UU No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisikan
sebagai berikut:

1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.

2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam
bent uk :

a) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana korupsi;

b) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

¢) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada
penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d) hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan lentang laporannya yang
diberikan kepada pencgak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga pulul)
hari;

e) hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
2. diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang
pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;'"?

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal diatas maka dapat diambil pengertian
bahwa KPK dan LPSK diwajibkan melindungi saksi atau pelapor yang
menyampaikan laporan atau keterangan mengenai tindak pidana korupsi.

E. Klasifikasi Saksi Whistle Blower Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Dalam hukun acara peradilan di Indonesia ada beberapa jenis saksi, yaitu

sebagai berikut:

'3Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar
Grafika, Cet I, 2010), 82-83.
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1. Saksi mahkota dikenal dalam praktik pengadilan di Belanda, yaitu salah seorang
terdakwa yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan jtu, '

2. Saksi a Charge yaitu saksi-saksi yang memberatkan terdakwa.

3. Saksi a de Charge yaitu saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan
terdakwa. ''®

4. Saksi de Audituyaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi
hanya mendengar dari orang lain.

5. Saksi Ahli, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia
mempunyai keahlian khusus tentangnya. e

Untuk mengklasifikasikan saksi whistle blower tidaklah mudah jika
dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
karena UU No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur dengan jelas mengenai saksi whistle

blower. Akan tetapi jika merujuk dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006

yang bebunyi “Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum

baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah
diberikan”, mengingat whistle blower adalah Setiap orang, Organisasi Masyarakat,

atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan informasi atau melaporkan

"4 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet 11, 2008), 272.

SHMA. Kuffal, Peperapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, Cet VIIII, 2007),
17.

6 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, 2008), 273.
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adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi atau suatu tindakan yang
dianggap melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak
publik atau kepentingan publik serta menyampaikan saran dan pendapat kepada
penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.'"’

Sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka whist/e Blower dapat
diartikan hanyalah sebagai saksi pelapor dan jika dikaitkan dengan
pengklasifikasian saksi dalam hukum acara pidana maka sama halnya dengan Saksi
a Charge, yaitu saksi-saksi yang memberatkan terdakwa dalam kasus tindak
pidana.''® Karena mempunyai tujuan yang sama dalam persaksiannya.
. Prosedur Perlindungan Saksi Whistle Blower Oleh LPSK Dalam Tindak Pidana
Korupsi

Jika berbicara mengenai prosedur perlinduangan whistle blower maka sama
halnya membahas mengenai tata cara dalam pemberian perlindungan bagi saksi,
mengingat whistle blower ialah juga berstatus sebagai saksi, jika perkara yang ia
laporkan ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam sebuah proses persidangan.
Maka whistle blower haruslah memberikan keterangan guna kepentingan

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk

'”Etmansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2008), 480.

UEHMA. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM Press, Cet VIIII, 2007),
17.
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membuktikan kebenaran atas laporan yang ia sampaikan kepada penegak hukum,
dan saat itulah status whistle blower secara otomatis berubah menjadi saksi yang
mana sebelumnya statusnya hanya sebagai pelapor. Dan setelah memberikan
kesaksiannya, maka tidak menutup kemungkinan ancaman dan teror yang mengintai
keselamatan jiwanya, keluarganya bahkan hartanya akan diterima whistle blower.

Maka scharusnya saksi whistle blower diberikan perlindungan oleh LPSK
sesuai dengan prosedur atau tata cara undang-undang yang berlaku. Adapun tata
cara atau prosedur memperoleh perlindungan sebagai mana dimaksud dalam pasal 5
ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagai
berikut:

Pertama, Saksi (whistle blower) yang bersangkutan, baik atas inisiatif
sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan
secara tertulis kepada LPSK, sebagai mana tang diatur dalam pasal 29 huruf (a) UU
No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selanjutnya LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan
sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf (a) UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, dan LPSK akan memberikan keputusan secara
tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Kedua, LPSK Dalam hal menerima permohonan Saksi (whistle blower)
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, maka Saksi (whistle blower) diharuskan

menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan
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undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana yang diatur dalam
pasal 30 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi
dan Korban sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) memuat sebagai berikut:
1. Kesediaan Saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

2. Kesediaan Saksi untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.

3. Kesediaan Saksi untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dcngan orang lain
selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK.'"’

4. Kewajiban Saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai
keberadaannya di bawah perlindungan LPSK.

5. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.'?

Setelah saksi menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30. Maka LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya
kepada Saksi dan termasuk keluarganya. Hal ini diatur dalam pasal 31 UU No. 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk mengoptimalkan kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan
terhadap saksi whistle blower, maka diperlukan melakukan kerjasama dengan

“Instansi terkait” yaitu lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga

19K etentuan ini ditujukan untuk melindungi saksi dan/atau korban dari berbagai kemungkinan yang
akan melemahkan perlindungan pada dirinya, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-
Undang Perlindungap Saksi dan Korban, (Bandung: Fokus Media, 2010), 26.

120 rpid,, 13.
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swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan
baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mendukung kerja LPSK yang
diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi dan/atau korban.'” Sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2009 tentang Tata
Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama LPSK dengan Instansi Terkait
Yang Berwenang. Yang mana dalam hal ini instansi terkait termasuk seperti
instansi kepolisian, angkatan bersenjata, departemen tertentu seperti Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Hukum.
Adapun Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat
dihentikan berdasarkan alasan sebagai berikut:
1. Saksi meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan
diajukan atas inisiatif sendiri.
2. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan
terhadap Saksi berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
3. Saksi melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
4. LPSK berpendapat bahwa Saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan

bukti-bukti yang meyakinkan.

1Z1pgsal 1 ayat (1) Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan
Forum Kerjasama LPSK dengan Instansi Terkait Yang Berwenang, dalam Himpunan Peraturan
Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, (Bandung: Fokus Media,
2010), 94.
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Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi harus dilakukan secara
tertulis guna memenuhi mekanisme atau prosedur hukum yang berlaku. 122
Sebagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

. Perlindungan Saksi Whistle Blower Oleh LPSK Menurut Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi whistle blower merupakan jenis perlindungan bagi setiap
warga negara dari kejahatan yang dilakukan atas nama negara dan pelakunya tidak
lain adalah pejabat negara. Negara berkewajiban pula untuk memperbaiki citra
negara dengan cara menindak tegas salah satu atau sebagian dari individu yang
notabene sebagai organ-organ vital negara yang menjalankan fungsinya sebagai
pegawai yang diberikan amanat untuk mengemban tugas negara.

Jika merujuk pada Pasal 10 Ayat (1) UU No 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, yang berisikan sebagai berikut “Seorang saksi,
korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata
atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan”,'> maka tersirat
makna bahwa seharusnya LPSK memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor
yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu whistle blower. Yang mana isi Pasal 10

ayat 1 undang-undang tersebut sebenarnya sudah menyebut diantaranya saksi,

122 1bid,12-14.

1 Ibid,, 6.
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korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata
atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Sebagai lembaga yang mandiri LPSK dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi
dan/atau korban maka diperlukan melakukan kerjasama dengan “Instansi terkait™'?,
sebgaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 5 Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2009 tentang
Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama LPSK dengan Instansi
Terkait Yang Berwenang, yang menyebutkan bahwa: kerjasama LPSK adalah
aktivitas kebersamaan dalam melaksanakan kerja dalam fungsi perlindungan saksi
dan atau korban, baik dalam bentuk koordinasi kerja, kerja bersama, dan atu
keterlibatan kerja yang dilakukan sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan

125

masing-masing.”” Dalam hal ini instansi terkait yaitu seperti instansi kepolisian,

angkatan bersenjata, departemen tertentu seperti Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Hukum.'?®

Demikian pula dalam Pasal 15 butir (a) UU No. 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berisi sebagai berikut: Komisi Pemberantasan

124pgsal 1 ayat (1) Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2009 menyebutkan Instansi terkait yang berwenang
adalsh lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki
kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupup tidsk langsung yang dapat
mendukung kerja LPSK yang diperlukan dan disctujui keberadaannya oleh saksi dap/atau korban,
dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undsng-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,
(Bandung: Fokus Media, 2010), 94.

lzslbid.

126 Muhammadiridhai, “Perlindungan Saksi Dalam Hukum Positif di Indonesia”,
http://muhammadiridhai.co.cc/archives/286, (17-April-2011).
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Korupsi berwenang-dan berkewajiban, a. memberikan perlindungan terhadap saksi
atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan
mengenai terjadinya tindak pidan korupsi.'?’

Dari beberapa penjelasan di atas maka seharusnya LPSK memberi

128 terhadap whistle blower . Jika whistle

perlindungan dan “perlakuan khusus
blower diatur secara jelas dan diterapkan secara efektif maka pengungkapan
pelanggaran dan mafia hukum lebih banyak yang terbongkar, karena whistle blower
tidak lain adalah orang yang berada dalam suatu lembaga/ institusi yang disinyalir
telah terjadi tindak pidana korupsi. Adapun tujuan mereka mengungkap perkara

besar di lembaga yang ia tempati, karena didasarkan niat baik agar institusi tempat

dia bekerja tidak rusak akibat perbuatan tindak pidana korupsi tersebut.

"*’Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet I, 2008), 438.

128pasal 1 ayat (6) Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2009 menyebutkan Perlakuan khusus adalah bentuk
tindakan yang diberikan dan atau ditentukan oleh LPSK kepada para saksi dan atau korban dalam
rangka memberikan perlindungan fisik, non fisik maupun hukum yang ditimbulkan dan atau
datangnya dari pihak manapun yang membahayakan diri atu harta bendanya termasuk keluarga,
saksi, dan atau korban yang bersangkutan, dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan,
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, (Bandung: Fokus Media, 2010), 94.
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BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN SAKSI WHISTLE BLOWER
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 DAN

FIQH SIYASAH

A. Analisis Terhadap Prosedur Perlindungan Saksi Whistle Blower Dalam Tindak
Pidana Korupsi Oleh LPSK Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Tindak pidana korusi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk
sampai keseluruh lapisan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun
ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara
serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis
yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.'?

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak
sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi
digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan jenis kejahatan extra ordinary crime

(kejahatan yang daya rusaknya luar biasa). 130 Sehingga dalam upaya

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara

129 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet L, 2008), vii.

139 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia,
Cet 1, 2009), 320.
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yang luar biasa pula. Salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan peran whist/e blower.

Peran whistle blower sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses
pemberantasan tidak pidana korupsi, dan sebenarnya juga bisa dijadikan salah satu
upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Peran whistle blower
untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana korupsi, karena whistle blower itu
sendiri tidak lain adalah orang yang berkecimpung didalam institusi atau organisasi
yang ditengarai adanya praktik korupsi dan dia juga memiliki akses informasi yang
memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungaan
Saksi dan Korban yang memiliki wewenang khusus dalam melindungi saksi dan
korban, yang menyebutkan bahwa “Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat
dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang
akan, sedang, atau telah diberikan’. B Mengacu pada pasal tersebut maka
mengandung makna bahwa whistle blower yang statusnya sebagai saksi pelapor
tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. Maka seharusnya LPSK

berkewajiban memberi perlindungan bagi saksi whistle blower.

131Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban,
(Bandung: Fokus Media, 2010 ), 6.
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Setelah mengamati dan menganalisis dari pemaparan diatas maka whistle

blower dapat dikategorikan sebagai saksi pelapor, oleh sebab itulah LPSK wajib

melindumgi saksi whistle blower sebagaimana saksi pada umumnya dan dalam hal

prosedur atau tata cara perlindungannya sebagai berikut:

1))

2)

3)

Saksi (whistle blower) yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun
atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara
tertulis kepada LPSK, sebagai mana tang diatur dalam pasal 29 huruf (a) UU
No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana
dimaksud pada pasal 29 huruf (a) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, dan LPSK akan memberikan keputusan secara tertulis paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

LPSK Dalam hal menerima permohonan Saksi (whistle blower) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 29, maka Saksi (whistle blower) diharuskan
menandatangani surat pernyataan kescdiaan mengikuti syarat dan ketentuan
undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana yang diatur
dalam pasal 30 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, yang memuat sebagai berikut:

a. Kesediaan Saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

b. Kesediaan Saksi untuk menaati aturan yang berkenaan dengan

keselamatannya.
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c. Kesediaan Saksi untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dcngan orang
lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan
LPSK."2

d. Kewajiban Saksi untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai
keberadaannya di bawah perlindungan LPSK.

e. hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.'?

4) Setclah saksi menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30. Maka LPSK wajib memberikan perlindungan
sepenuhnya kepada Saksi dan termasuk keluarganya. Hal ini diatur dalam pasal
31 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5) LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi whistle blower, maka
diperlukan melakukan kerjasama dengan “Instansi terkait” yang diperlukan dan
disetujui keberadaannya oleh saksi whist/e blower."** Mengingat saksi whistle
blower sebagai pengungkap fakta kejahatan yang teorganisir, maka sudah
barang tentu ancaman yang diterima pun semakin besar. Sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2009 tentang Tata

132K etentuan ini ditujukan untuk melindungi saksi dan/atau korban dari berbagai kemungkinan yang
akan melemahkan perlindungan pada dirinya, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan Korban, (Bandung: Fokus Media, 2010), 26.

133 1bid, 13.

134pagal 1 ayat (1) Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan
Forum Kerjasama LPSK dengan Instansi Terkait Yang Berwenang, dalam Himpunan Peraturan
Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, (Bandung: Fokus Media,
2010), 94.
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Cara Pembent ukan Jalinan dan Forum Kerjasama LPSK dengan Instansi Terkait

Yang Berwenang,

6) Adapun Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat
dihentikan berdasarkan alasan sebagai berikut:

a) Saksi meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal
permohonan diajukan atas inisiatif sendiri.

b) Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan
perlindungan terhadap Saksi berdasarkan atas permintaan pejabat yang
bersangkutan;

c) Saksi melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau

d) LPSK berpendapat bahwa Saksi tidak lagi memerlukan perlindungan
berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Penghentian perlindungan keamanan seorang Saksi harus dilakukan secara
tertulis guna memenuhi mekanisme atau prosedur hukum yang berlaku. 133
Scbagaimana yang diatur dalam pasal 32 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari suluruh pemaparan di atas, dapat diambil pengertian bahwa LPSK
dalam memberikan perlindungan whistle blower memiliki persamaan dengan

perlindungan yang diberikan kepada saksi yang dimaksud dalam ketentuan LPSK'*,

15 mbid, 12-14.

6pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan
bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guma kepentingan penyelidikan,
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baik itu mengenai prosedur maupun hal-hal yang lain, karena whistle blower yang
statusnya sebagai saksi pelapor.,

LPSK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam memberikan
perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi whistle blower maka diperlukan
melakukan kerjasama dengan “Instansi terkait” yaitu lembaga pemerintah dan non
pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak
untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat
mendukung kerja LPSK yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh saksi
dan/atau korban. '*’ Dalam hal ini instansi terkait termasuk seperti instansi
kepolisian, angkatan bersenjata, departemen tertentu seperti Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Hukum.

Terlebih lagi apabila kasus yang sedang diproses merupakan kejahatan
terorganisir, sudah tentu ancaman yang mungkin muncul akan semakin besar bukan
hanya terhadap saksi saja tetapi juga bisa melebar terhadap harta dan keluarganya.

Mengingat dalam hal ini whistle blower sebagai saksi pelapor dalam kasus
tindak pidana korupsi, yang mana korupsi tersebut biasanya dilakukan oleh pejabat
negara dan merupakan kejahatan terorganisir, sudah tentu ancaman yang mungkin

muncul akan semakin besar bukan hanya terhadap saksi saja tetapi juga bisa

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang svatu perkara pidana yang ia
dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri,

B7pasal 1 ayat (1) Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan
Forum Kerjasama LPSK dengan Instansi Terkait Yang Berwenang, dalam Himpunan Peraturan
Perundang-undangan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korbsn, (Bandung: Fokus Media,
2010), 94.
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melebar terhadap harta dan keluarganya, ancaman tersebut dari pihak yang
dilaporkannya, maka seharusnya whistle blower mendapatkan perlakuan khusus dari
LPSK, maksudnya ialah bentuk tindakan yang diberikan dan atau ditentukan oleh
LPSK kepada para saksi dan atau korban dalam rangka memberikan perlindungan
fisik, non fisik maupun hukum yang ditimbulkan dan atau datangnya dari pihak
manapun yang membahayakan diri atau harta bendanya termasuk keluarga, saksi,
dan atau korban yang bersangkutan.'*®

Dalam hal ini semua itu bertujuan agar terjaminnya keamanan dan
keselamatan, serta hak-hak saksi whistle blower dalam memberikan keterangan
pada setiap proses peradilan pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU
No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
. Analisis Terhadap Perlindungan Saksi Whistle Blower Dalam Tindak Pidana

Korupsi Menurut Figh Siyasah

Dalam kajian hukum Islam ada salah satu aspek hukum yang dikenal dengan
figh siyasah, yaitu merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.'® Jika berbicara mengenai kemaslahatan

maka hal itu sangat erat kaitannya dengan kaidah-kaidah figh yang mengkonsep

138pasal 1 ayat (6) Peraturan LPSK No. 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan
Forum Kerjasama LPSK dengan Instansi Terkait Yang Berwenang, /bid.

9Nurcholish Madjid, Figh Sivasah Kontekst ualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, Cet II, 2007), 4.
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salah satu unsur dari kemaslahatan itu sendiri yaitu kemaslahatan memberi dampak
manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil

masyarakat,'*’ Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-A’raaf ayat 145:

2
s 2 £

c ij ; ':J;

-

A7

“cm

>
"Perintahkanlah kepada umatmu unt uk mengambil yang paling baik”"*
‘,i.Jl J; J.,f el 135515
“dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu’{QS.
al-Zumar: 55 )#

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka hukum Islam dalam memutuskan
perkara antara maslahat dan mafSadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya
lebih banyak (lebih kuat) bagi sebagian besar masyarakat, dan apabila sama
banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafSadah lebih utama dari pada
meraih mafsadalh, sebab menolak mafSadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal
ini sesuai dengan kaidah: ‘“menolak mafsadah didahulukan daripada meraih

maslahat”'*

“0A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikib, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2006), 30.
14! Departemen Agama Rl, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 244.
“2 1bid., 754.

"SA. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2006), 28-29.
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Adapun dalam kajian hukum Islam setiap orang memiliki hak untuk

mendapatkan jaminan atas kehidupannya dan dipelihara kemaslahatannya yaitu

sebagai berikut:

1.

Perlindungan hukum terhadap agama, yaitu dalam keberagaman, syari’at Islam
selalu mengembangkan sikap tasammuh (toleransi) terhadap pemeluk agama
lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain."#

Perlindungan hukum terhadap jiwa (nmyawa) manusia maksudnya untuk
melindungi jiwa, Islam mensyari’atkan agar manusia memelihara hak hidup dan
kehidupannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Akal serta Terjaminnya hak atas kebebasan
berkreasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mengeluarkan opini.
Perlindungan Hukum Terhadap Kehormatan contohnya untuk memelihara
kehormatan manusia Islam mensyariatkan hukuman dera 100 kali bagi lelaku
dan perempuan yang berzina dan hukuman dera 80 kali bagi penuduh zina yang
tidak bisa membuktikan kebenaran dari tuduhannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Harta, untuk melindungi harta, Islam menjamin
atas pemilikan harta benda property dan lain-lain dengan cara membolehkan

manusia melakukan berbagai transaksi dan perjanjian dalam masalah

perdagangan, barter, bagi hasil, dan sebagainya.

1445, Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Prespektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, Ed. I, 2006), 47.
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Apalagi dalam hal kesaksian yang memberi dampak positif bagi sebagian
besar masyarakat seperti kesaksian whistle blower dalam tindak pidana korupsi.
maka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum bagi jiwa, keluarga, akal,
kehormatan dan juga hartanya.

Setelah mengamati dari aspek-aspek kajian hukum Islam di atas yakni figh
siyasah dan kaidah-kaidah figh, jika kita kaitkan dengan permasalahan perlindungan
saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi, maka lebih ditekankan
perlindungan terhadap saksi whistle blower dari tuntutan balik dari pihak yang
dilaporkan. Karena saksi juga memiliki kewajiban dalam memberikan kesaksiannya,

didasarkan kepada firman Allah SWT Q.S al-Baqaroh (2) 282 yang berbunyi:

janganlab saksz-saksv itu enggan (memberi keterangan) apabila mercka
dzpanggzl

“dan janganlah kamu @ara saksz) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa
yang menyembzmylkmya maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa
hatinya.”

Whistle blower dengan melaporkan tindak pidana korupsi memberikan

dampak positif yang lebih besar daripada dampak negatif yang dilakukannya dan

kesaksiannya memberikan kamaslahatan bagi sebagian besar masyaraka, oleh sebab

l45Depm’temeu Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 70.

196 1bid., 71.
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itu whistle blower wajib untuk dilindungi. Sesuai dengan uraian diatas, melindungi
whistle blower tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Mengingat tindak
pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak
ekonomi masyarakat, dan termasuk jenis kejahatan extra ordinary crime (kejahatan
yang daya rusaknya luar biasa).l"'7

Dalam hal ini LPSK sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam
melindungi saksi dan korban, sudah seharusnya memberikan perlindungan khusus

terhadap saksi whistle blower, guna sebagai salah satu upaya dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di Indonesia.

147 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana di Indonesia Dalam Sirkus Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia,
Cet 1, 2009), 320.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

. tindak pidana korupsi merupakan jenis kejahatan yang daya rusa

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempunyai kewenangan
dalam melindungi saksi whistle blower dalam tindak pidana korupsi yang
statusnya sebagai saksi dan pelapor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10
ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungaan Saksi dan Korban,
Mengenai prosedur perlindungannya diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK
dalam menjalankan tugasnya dapat bekerjasama dengan instansi terkait
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan LPSK No. 3 Tahun
2009 tentang Tata Cara Pembentukan Jalinan dan Forum Kerjasama LPSK
dengan Instansi Terkait Yang Berwenang,.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) wajib untuk melindungi saksi
whistle blower dalam tindak pidana korupsi, karena hal ini sesuai dengan kajian
hukum Islam dalam konsep figh sivasah dan kaidah-kaidah figh yang lebih
mendahulukan kemaslahatan bagi scbagian besar masyarakat, dengan
memberantas korupsi memberikan dapak yang lebih besar dari pada

menghukum whistle blower yang melaporkan tindak pidana korupsi, Karena

a luar biasa
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bagi sebagian besar masyarakat dan salah satu cara untuk memberantas dan
mencegahnya dengan peran sang whist/e blower.
B. Saran

Seharusnya pemerintah memfasilitasi jaminan keamanan bagi whistle blower
melalui LPSK dengan cara memperjelas dan mempertegas atau merevisi Pasal
10 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungaan Saksi dan Korban. Yang
mana pasal tersebut masih ambigu dan bersifat kontradiktif dalam.ayat 1 dan
2. Karena peran whistle blower dapat mendorong pengungkapan modus tindak
pidana korupsi menjadi relatif lebih mudah untuk dibongkar. Dalam hal ini bisa
dijadikan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan memberantas

tindak pidana korupsi di Indonesia.
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